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A. Interpretasi tentang Batas Usia Perkawinan Berdasarkan Pasal 7 UU No. 
1  Tahun 1974 
Pada sub bab ini akan dipaparkan secara komprehensif hasil analisis 
mengenai psikologis-historis terbentuknya UU Perkawinan sehingga 
melahirkan kombinasi angka umur minimal bagi laki-laki atau perempuan 
untuk melakukan pernikahan. Sebagaimana diketahui secara umum, bahwa 
umur yang diakui oleh negara untuk dapat melangsungkan pernikahan adalah 
jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun dan 
pihak wanita sudah mencapai umur  16 (enam belas) tahun.
1
 
Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 
Tentang Pencatatan Nikah Bab IV pasal 8 disebutkan; “apabila seorang calon 
sumi belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan seorang calon istri 
belum mencapai umur 16 (enambelas) tahun, harus mendapat dispensasi dari 
pengadilan”.  
Namun itu saja belum cukup, dalam tataran implementasinya  masih 
ada syarat yang harus ditempuh oleh calon pengantin (catin), yakni jika calon 
suami dan calon istri belum genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun maka 
harus ada ijin dari orang tua atau wali nikah, hal  itu sesuai dengan Peraturan 
Menteri Agama No. 11 tahun 2007 tentang Pencatatan nikah Bab IV pasal 7, 
“apabila seorang calon mempelai belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) 
tahun, harus mendapat ijin tertulis kedua orang tua”. 
Ketentuan yuridis di atas yang saat ini telah terimplementasi di seluruh 
wilayah di Indonesia tentunya memiliki sejarahnya sendiri dengan psikologi 
yang terbangun di dalamnya. Pastinya, angka-angka (umur) yang disepakati 
bersama oleh anggota dewan (DPR RI) saat itu telah mengalami berbagai 
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diskusi dan tarik menarik kepentingan di dalamnya, atau meminjam istilah 
Mahfudz MD yakni mengalami perjalanan politik hukum. 
Jika ditelisik secara hitoris, pergerakan pembaruan hukum keluarga di 
Indonesia telah diawali sejak masa kerajaan, di mana ketika wilayah 
Nusantara dikusai oleh para sultan, hukum Islam diberlakukan di dalam 
wilayah kekuasaanya dan sultan sendiri sebagai penanggung jawabnya. Sultan 
berperan aktif sebagai piñata agama Islam dengan cara mengangkat penghulu 
sebagai kadi syariah dan pemberi fatwa-fatwa agama, termasuk dalam hal 
perkawinan. Manifestasi dari ketentuan ini dapat dilihat dari bentuk 
pemerintahan pada waktu itu, yaitu adanya alun-alun yang dikelilingi oleh 
pendopo kabupaten, Masjid Agung dan Lembaga Pemasyarakatan.
2
 
Pada abad ke 13 M, Kerajaan Samudra Pasai di Aceh Utara menganut 
hukum Islam Mazhab Syafi‟i.3 Kemudian pada abad ke 15 dan 16 M di pantai 
utara Jawa, terdapat Kerajaan Islam, seperti Kerajaan Demak, Jepara, Tuban, 
Gresik dan Ngampel.
4
 Fungsi memelihara agama ditugaskan kepada penghulu 
dengan para pegawainya yang bertugas melayani kebutuhan masyarakat dalam 
bidang peribadatan dan segala urusan yang termasuk dalam hukum 
keluarga/perkawinan.
5
 Sementara itu, di bagian Timur Indonesia berdiri pula 
kerajaan-kerajaan Islam seperti Gowa, Ternate, Bima dan lain-lain. 
Masyarakat Islam di wilayah tersebut diperkirakan juga menganut hukum 
Islam Mazhab Syafi‟i.6 
Pada periode ini, ketentuan hukum tentang perkawinan mengalami 
akulturasi antara Islam yang dibawa dari Arab dengan adat budaya yang hidup 
di dalam masyarakat. Seperti dalam konteks perkawinan, aspek agama hanya 
masuk dalam peresmian sebuah perkawinan atau biasa yang dikenal dengan 
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proses akad nikah, sedangkan kegiatan sebelum dan sesudah akad nikah lebih 
banyak diisi oleh acara adat yang mapan dan hidup di dalam masyarakat.  
Pertemuan antara agama dan budaya juga terjadi pada aspek umur 
calon pengantin. Dalam hal ini, budaya di Indonesia tidak mengenal istilah 
umur yang diperbolehkan untuk menikah. Budaya seperti ini merupakan hal 
yang hidup di mana saja termasuk di wilayah Arab pra-Islam dalam 
menikahkan putri-putri mereka kepada siapa saja yang diinginkan oleh orang 
tuanya. Persamaan budaya tersebut kemudian menguatkan praktik pernikahan 
tanpa ketentuan status umur. 
Contohnya adalah pernikahan di wilayah Madura Jawa Timur, di mana 
masyarakat adat melakukan perkawinan di usia muda bahkan belum baligh. 
Umur perempuan yang menikah muda diperkirakan antara 3-15 tahun, 
sedangkan laki-laki antara 0-20 tahun. Adapun bagi yang telah baligh 
disahkan oleh salah satu Kyai di daerah Sumenep dengan landasan Nabi 
Muhammad yang menikahi „A<isyah saat berusia 6 tahun. Kelompok kawin 
muda yang belum baligh oleh Kyai tersebut dianggap sebagai bentuk ikatan 
dua keluarga untuk saling menikahkan anaknya, sementara akad nikah baru 
akan dilaksanakan saat pasangan tersebut sudah beranjak baligh dan sanggup 
mencari uang. 
Pemahaman masyarakat tentang usia perkawinan ternyata mengalami 
pergerakan menuju proses perbaikan aturan hukum setelah penjajah Belanda 
banyak "mengotak-atik" hukum Islam dan hukum adat. Teori pertama 
dipelopori oleh L.W.C. Van Den Berg yang menjelaskan bahwa hukum yang 
berlaku bagi orang Indonesia asli adalah undang-undang agama mereka, yaitu 
Islam. Teori ini kemudian terkenal dengan nama teori “Recepcio in 
Complexu” yang sejak tahun 1855 didukung oleh peraturan perundang-
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Dalam perjalanannya ternyata Cristian Snouck Hurgronje tidak 
sependapat dengan teori ini, menurutnya hukum yang berkembang di tengah-
tengah masyarakat Indonesia bukan hukum Islam, melainkan hukum adat. 
Teori Hurgronje ini terkenal dengan nama teori “Receptie”.8 Dampak dari 
teori ini, Pemerintah Kolonial Belanda kemudian tidak lagi mengakui hukum 
Islam yang berlaku untuk masyarakat Indonesia, melainkan hukum adatlah 
yang diakui. Dalam Indesche Staatsregeling pasal 131 ayat 6 ditulis; "sebelum 
hukum untuk bangsa Indonesia ditulis di dalam undang-undang, bagi mereka 
itu akan tetap berlaku yang sekarang berlaku bagi mereka, yaitu hukum adat".
9
 
Pada konteks hukum keluarga, VOC menghimpun hukum Islam yang 
disebut dengan Compendium Freijer, mengikuti nama penghimpunnya.
10
 
Kemudian membuat kumpulan hukum perkawinan dan kewarisan Islam untuk 
daerah Cirebon, Semarang, dan Makasar (Bone dan Gowa).
11
 Pada awalnya 
Belanda melalui VOC masuk ke Indonesia dengan membawa serta hukum 
negaranya utuk menyelesaikan masalah di antara mereka sendiri.  
Untuk lebih memantapkan posisinya, mereka berupaya pula untuk 
menundukkan masyarakat jajahannya pada hukum dan badan peradilan yang 
mereka bentuk. Namun pada kenyataannya badan peradilan bentukan Belanda 
ini tidak dapat berjalan, maka akhirnya Belanda membiarkan lembaga-
lembaga asli yang ada dalam masyarakat terus berjalan, sehingga selama 
hampir dua abad masa VOC hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam 
dalam masyarakat muslim berjalan sebagaimana mestinya.
12
 
Pasca penguatan pemikiran receptie oleh Cristian Snouck Hurgronje di 
Indonesia, maka pada saat itu wewenang Penghoeluegerecht (Pengadilan 
Agama) dalam bidang munakahat (perkawinan) tidak turut dihapus, namun 
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merugikan umat Islam Indonesia. Seandainya ajaran Islam telah menjadi adat 
kebiasaan di suatu daerah, maka tentu tidak terlalu banyak menjadi persoalan. 
Dalam Indesche Staatsregeling (IS) pasal 131 ayat 2 ditulis; "Untuk 
golongan bangsa Indonesia asli dan Timur Asing, jika ternyata kebutuhan 
kemasyarakatan mereka menghendakinya, dapatlah peraturan-peraturan untuk 
bangsa Eropa (Burgerlijk Wetboek / BW / Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata) dinyatakan berlaku bagi mereka, baik seutuhnya maupun dengan 
perubahan-perubahan...". Kemudian dalam ayat 4 disebutkan; "Orang 
Indonesia asli dan orang Timur Asing, sepanjang mereka belum ditundukkan 
di bawah suatu peraturan bersama dengan bangsa Eropah, diperbolehkan 
menundukkan diri pada hukum yang berlaku untuk bangsa Eropa..."
13
 
Pengaruh-pengaruh pemikiran barat yang ditanam oleh Belanda 
ternyata berpengaruh di dalam diri dan pemikiran para pelajar Indonesia yang 
mengenyam pendidikan hukum khususnya dari Belanda, termasuk ketika 
merumuskan perbaikan dan pembaruan hukum Islam yang dispesifikasikan 
hukum keluarga. Salah satu pengaruh tersebut adalah pada perumusan umur 
perkawinan bagi laki-laki dan perempuan. 
Sejarah menjelaskan bahwa pada Konggres Perempuan Indonesia I 
pada tanggal 22-25 Desember 1928 (besutan Belanda) di Yokyakarta 
mengusulkan kepada Pemerintah Belanda agar segera disusun undang-undang 
perkawinan. Namun dalam perjalanannya mengalami hambatan dan 
mengganggu kekompakan dalam mengusir penjajah.  
Pada permulaan tahun 1937 Pemerintahan Hindia Belanda menyusun 
rencana pendahuluan Ordonansi Perkawinan tercatat (onwerpordonnantie op 
de ingeschrevern huwelijken) dengan pokok-pokok isinya adalah; perkawinan 
berdasarkan asas monogami dan perkawinan bubar karena salah satu pihak 
meninggal atau menghilang selama dua tahun serta perceraian yang 
diputuskan oleh hakim. 
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Ketika berjalannya waktu, rencana rancangan ordonansi tersebut hanya 
akan diperuntukkan bagi golongan orang Indonesia yang beragama Islam dan 
yang beragama Hindu, Budha dan Animis. Namun rancangan ordonansi 
tersebut ternyata di tolak oleh organisasi Islam karena isi ordonansi 
mengandung hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam. 
Setelah kemerdekaan, Pemerintah RI berusaha melakukan upaya 
perbaikan di bidang perkawinan dan keluarga melalui penetapan UU No. 22 
Tahun 1946 mengenai Pencatatan Nikah, talak dan Rujuk bagi masyarakat 
beragama Islam. Dalam pelaksanaan UU tersebut diterbitkan Instruksi Menteri 
Agama No. 4 tahun 1946 yang ditujukan untuk Pegawai Pencatat Nikah 
(PPN).  
Instruksi tersebut selain berisi tentang pelaksanaan UU No. 22 Tahun 
1947 juga berisi tentang keharusan PPN berusaha mencegah perkawinan anak 
yang belum cukup umur, menerangkan kewajiban-kewajiban suami yang 
berpoligami, mengusahakan perdamaian bagi pasangan yang bermasalah, 
menjelaskan bekas suami terhadap bekas istri dan anak-anaknya apabila 
terpaksa bercerai, selama masa iddah agar PPN mengusahakan pasangan yang 
bercerai untuk rujuk kembali. 
Pada konteks ini, inspirasi dari masalah umur perkawinan berasal dari 
gugatan para wanita yang menginginkan pentingnya pendidikan bagi mereka 
demi terciptanya sumber daya manusia yang mumpuni di bumi Indonesia. Jika 
ditelusuri lebih dalam basic pendidikan para wanita tersebut ternyata adalah 
lulusan sekolah-sekolah Belanda yang sudah mengedepankan pentingnya 
kesetaraan gender. 
Walhasil, pada tahun 1952 dibentuk panitia untuk membuat suatu 
Rancangan Undang-undang Perkawinan yang terdiri atas peraturan umum, 
yang berlaku untuk semua golongan dan agama dan peraturan-perraturan 
khusus yang mengatur hal-hal yang mengenai golongan agama masing-
masing. Selanjutnya pada tanggal 1 Desember 1952 panitia menyampaikan 
Rancangan Undang-undang Perkawinan Umum kepada semua organisasi 
pusat dan lokal dengan permintaan supaya masing-masing memberikan 
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pendapat atau pandangannya tentang soal-soal tersebut paling akhir pada 
tanggal 1 Februari 1953.
14
  
Rancangan yang dimajukan itu selain berusaha ke arah kodifikasi dan 
unifikasi, juga telah mencoba memperbaiki keadaan masyarakat dengan 
menetapkan antara lain; 
1. Perkawinan harus didasarkan kemauan bulat dari kedua belah pihak, untuk 
mencegah kawin paksaan ditetapkan batas-batas umur 18 bagi laki-laki 
dan 15 bagi perempuan 
2. Suami istri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam 
kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. 
3. Poligami diizinkan bila diperbolehkan oleh hukum agama yang berlaku 
bagi orang yang bersangkutan dan diatur sedemikian hingga dapat 
memenuhi syarat keadilan; 
4. Harta bawaan dan harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik 
bersama; 
5. Perceraian diatur dengan keputusan Pengadilan Negeri, berdasarkan 
alasan-alasan yang tertentu, mengenai talak dan rujuk diatur dalam 
peraturan Hukum Islam; 
6. Kedudukan anak sah atau tidak, pengakuan anak, mengangkat dan 
mengesahkan anak, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, 
pencabutan kekuasaan orang tua dan perwalian.
15
 
Setelah menjalani perjalanan politik hukum dalam pembentukan UU 
Perkawinan, terakhir pada tanggal 22 Desember 1973, Menteri Agama 
mewakili Pemerintah membawa konsep RUU Perkawinan yang disetujui DPR 
menjadi Undang-Undang Perkawinan. Maka pada tanggal 2 Januari 1974, 
Presiden mengesahkan UU tersebut dan diundangkan dalam Lembaran Negara 
No. 1 tahun 1974 tanggal 2 Januari 1974.  
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Isinya dalam hal umur perkawinan terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) UU 
No. 1 Tahun 1974 yang mensyaratkan adanya batasan usia perkawinan, bahwa 
perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria telah mencapai usia 19 tahun dan 
pihak wanita telah mencapai usia 16 tahun. Selengkapnya isi pasal tesebut 
adalah; 
1. Perkawinan hanya diizinkan bila piha pria sudah mencapai umur 19 
(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam 
belas) tahun.  
2. Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi 
kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua 
pihak pria atau pihak wanita.  
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang 
tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga 
dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak 
mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6). 
Demi optimalisasi pengimplementasian Pasal-pasal di dalam UU 
tersebut maka pada tahun 1991 lahirlah Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang 
turut menguatkan ketentuan tentang umur perkawinan tersebut. Sebagaimana 
yang tertera di dalam pasal 15 ayat (1) di mana pertimbangan utamanya adalah 
kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan.  
Hal ini sejalan dengan penekanan UU Perkawinan, bahwa calon suami 
istri harus telah matang jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan 
perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat 
keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu, perkawinan yang dilaksnakan 
oleh calon mempelai di bawah umur sebaiknya ditolak untuk mengurangi 
terjadinya perceraian sebagai akibat ketidakmatangan mereka dalam menerima 
hak dan kewajiban sebagai suami istri.
16
 
Jika ditarik dari sisi hukum Islam, maka sejarah lahirnya aturan tentang 
umur perkawinan di dalam UU Perkawinan merupakan sikap ijtiha>diyyah 
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dari para penggiat hukum Islam di Indonesia, baik yang terdiri dari para 
akademisi dan praktisi, sehingganya kredebilitas dari setiap point-point di 
dalam UU tersebut akan mampu untuk dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 
Dasar utamanya adalah Firman Allah swt: 
بَ٠ ب َٙ ُّ٠َأ ََٓ ٠ِزٌَّا إُٛ َِ َآ اُٛل َُْ ُىَُسفْٔ َأ َُْ ُى١ٍِ ْ٘ َأ َٚ اًسبَٔ بَ٘ ُدُٛل َٚ َُطبٌَّٕا َُحَسبَدِحٌْ ا َٚ ٍَََعب َٙ ١ْ 
َ خَىِئَلَ َِ  َظَلَِغ َ دَاذِش ََل ََْ ُٛصْع٠َ ََالل ب َِ َُْ ُ٘ َش َِ َأ ََْ ٍَُٛعْف٠َ َٚ ب َِ ََْ ُٚش َِ ُْؤ٠ {ُ٠شحزٌا  :
6{ 
Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 
keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia 
dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan 
tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya 
kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." 
(QS. at-Tah}ri>m : 6) 
 
Serta ayat; 
ََشْخَ١ٌْ َٚ ََٓ ٠ِزٌَّا َْٛ ٌَ اُٛوََشر َْٓ ِ َُْ ِٙ ِف ٍْ َخ َُرًَخَّ٠ ِّس ًبفبَعِض اُٛفبَخ َُْ ِٙ ١ٍََْع اُٛمَّ َز١ٍْ َف ََ َّاللّ 
اٌُُٛٛمَ١ٌْ َٚ ًَل ْٛ َل ًاذ٠ِذَس {ءبسٌٕا  :9{ 
Artinya : "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 
meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang 
mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu 
hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka 
mengucapkan perkataan yang benar." (QS. an-Nisa>' : 9) 
 
Kandungan ayat di atas bersifat umum, tidak secara langsung 
menunjukan bahwa perkawinan dilakukan oleh pasangan usia muda (dibawah 
ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) akan 
menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi, 
maksud utama dari ayat tersebut adalah pentingnya tercipta ketenteraman 
dalam rumah tangga berdasarkan kasih dan sayang (mawaddah wa rahmah). 
Namun tujuan perkawinan tersebut akan sulit diwujudkan bila kematangan 
jiwa dan raga calon mempelai dalam memasuki perkawinan tidak terpenuhi 
dengan sempurna. 
 
B. Korelasi UU Perkawinan dengan Ketentuan Hukum Lainnya 
1. Korelasinya Dengan UU Sisdiknas 
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Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 23 tahun 2003 
lahir di era reformasi dalam meningkatkan semangat menuntut ilmu bagi 
generasi muda Indonesia. Harapan besar dari munculnya UU tersebut 
adalah, seluruh anak bangsa Indonesia mengenyam bangku pendidikan 
melalui tiga jalur yaitu formal, informal, dan non formal yang bertujuan 
untuk mengembangkan potensi mereka agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 
sehat, berilmu cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang 
demokratis dan bertanggung jawab. 
Sistem pendidikan nasional merupakan satu keseluruhan terpadu 
dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang saling berkaitan untuk 
mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Pendidikan 
nasional itu sendiri merupakan pendidikan yang berakar pada kebudayaan 
bangsa Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 untuk 
mencapai tujuan pembangunan nasional. Pendidikan adalah usaha sadar 
untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, 
dan latihan agar dapat berperan aktif dan positif dalam hidupnya pada 
masa sekarang ataupun yang akan datang. 
Bahkan dalam point (c) dari Pertimbangan lahirnya UU tersebut 
disebutkan, bahwa bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu 
menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta 
relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi 
tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, 
dan global sehingga perlu dilakukan pembaruan pendidikan secara 
terencana, terarah, dan berkesinambungan. 
Demi merealisasikan kehendak tersebut, maka pada Pasal 6 ayat 
(1) disebutkan bahwa; setiap warga negara yang berusia tujuh sampai 
dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Dengan 
demikian, maka setiap warga negara tidak boleh lagi tidak dapat meraih 
pengetahuan hingga usia lima belas tahun dan segala hal yang 
menghalanginya berarti telah menentang UU. Oleh karenanya, pada Pasal 
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7 ayat (2) ditegaskan; Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban 
memberikan pendidikan dasar kepada anaknya. 
Problem krusial yang terjadi di Indonesia adalah ketentuan yuridis 
yang membolehkan seseorang untuk menikahi siapapun (lawan jenis) 
meskipun terindikasi di bawah umur. Menurut Pasal 7 ayat (1) UU 
Perkawinan disebutkan bahwa; perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria 
mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah 
mencapai usia 16 (enam belas) tahun. 
Ketentuan yuridis tersebut dengan sendirinya menegasi kehendak 
negara untuk mencerdaskan anak bangsa, bahkan sebelum berakhir masa 
jabatan Menteri Pendidikan Nasional saat itu yakni M. Nuh 
menyampaikan terobosan peningkatan mutu dan kualitas pendidikan 
melalui Pendidikan Menengah Universal (PMU) atau dikenal dengan 
"rintisan wajib belajar 12 tahun".
17
 
Dengan wajib belar dua belas tahun tersebut maka setiap anak 
diwajibkan untuk menjalankan pendidikan dan meninggalkan segala 
problem yang dapat mengganggu pendidikannya, termasuk pernikahan 
yang diwajibkan pihak-pihak tertentu kepada mereka. Jika tingkat 
pendidikan seseorang rendah maka ia berpengaruh terhadap pola pikirnya, 
karena akan sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah 
secara baik, termasuk dalam mengambil keputusan untuk melangsungkan 
pernikahan. 
Perkawinan tersebut tentunya membawa dampak yang kurang 
menguntungkan, karena pada umumnya remaja yang melaksanakan 
perkawinan usia dini secara ekonomi, fisik dan mental belum siap. Pada 
masa itu seharusnya remaja masih berada dalam dunia pendidikan dan 
belum hidup secara mandiri. Dengan demikian dapat dipastikan remaja 
tersebut akan mengalami goncangan mental yang kuat apabila dihadapkan 
dengan suatu tanggung jawab yang besar. Hal ini apabila dibiarkan 
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 Lihat Ahmad Rajafi, Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Istana 
Publishing, 2015), h. 120 
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tentunya akan membawa dampak yang sangat merugikan bagi 
perkembangan generasi mendatang. 
Oleh karenanya, pendidikan bagi setiap anak bangsa begitu 
penting, karena pendidikan pada hakekatnya mendorong manusia untuk 
terlibat dalam proses mengubah kehidupannya ke arah yang lebih baik, 
mengembangkan kepercayaan diri sendiri, mengembangkan rasa ingin 
tahu serta meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Dengan demikian 
pendidikan berfungsi untuk meningkatkan kualitas hidup individu, pola 
pikir dan tingkah laku individu.  
Hal ini senada dengan pengertian pendidikan yang terdapat dalam 
dictionary of education, bahwa pendidikan adalah; proses di mana 
seseorang mengembangkan kemampuan sikap daan bentuk-bentuk tingkah 
laku lainnya di dalam masyarakat di mana dia hidup, proses sosial di mana 
orang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol 
sehingga dia dapat memperoleh dan mengalami perkembangan 
kemampuan sosial dan kemampuan individu yang optimum.
18
 
Atas dasar ketentuan yuridis tentang sistem pendidikan nasional 
yang mewajibkan anak bangsa meraih pendidikan dasarnya selama 
sembilan tahun
19
 – yang artinya si anak menempuh pendidikan dari usia 
tujuh tahun hingga lima belas tahun  dan selanjutnya dilanjutkan ke 
jenjang menengah
20
 selama tiga tahun  artinya  anak akan mengakhiri 
pendidikannya diusia delapan belas tahun  barulah  anak dapat 
menentukan jalan hidupnya. 
Jika dikorelasikan dengan UU Perkawinan yang menjelaskan 
tentang usia perkawinan yakni bagi pria telah mencapai umur 19 (sembilan 
belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, 
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 Ditjen Dikti, Modul: Program Akta Mengajar, (Jakarta: Depdikbud, 1983/1984), h. 19 
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 Pasal 17 ayat (2) UU Sisdiknas : Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan 
Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) 
dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. 
20
 Pasal 18 ayat (3) : Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), 
Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan 
(MAK), atau bentuk lain yang sederajat. 
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maka dengan sendirinya kedua UU tersebut berbenturan dari sisi isi dan 
substansi. 
Dari sisi isi, UU Sisdiknas tidak melihat perbedaan jenis kelamin 
dalam persyaratan sebagai peserta didik, sehingganya hak dan kewajiban 
untuk meraih atau menuntut ilmu di bumi Nusantara ini adalah milik 
semua orang, baik laki-laki ataupun wanita. Berbeda dengan UU 
Perkawinan yang membedakan secara jenis kelamin dalam 
melangsungkan perkawinan, dan status perempuan terdeskriditkan akibat 
batasan umur yang mengindikasikan mereka sebagai golongan anak-anak 
yakni enam belas tahun. 
Oleh karenanya, pada konteks korelasi usia Perkawinan di dalam 
UU Perkawinan dengan ketentuan di dalam UU Sisdiknas, maka dapat 
ditunjukkan bahwa pendidikan mengkaji banyak hal, salah satunya 
mengkaji tentang kesejahteraan keluarga. Kesejahteraan keluarga adalah 
kondisi tentang terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dari setiap anggota 
keluarga secara material, sosial, mental dan spiritual sehingga dapat hidup 
layak sebagai manusia yang bermanfaat.  
Untuk mencapai kesejahteraan tersebut tentunya sangat dibutuhkan 
kematangan baik kematangan secara fisik maupun biologis. Kematangan 
secara fisik dimaksudkan agar remaja bisa melaksanakan tugas-tugas 
perkembangan dengan baik, dan kematangan secara biologis agar tercapai 
kematangan alat reproduksi. Untuk itu remaja yang melaksanakan 
pernikahan dini sangat berbahaya, karena secara fisik anak masih dalam 
proses pertumbuhan, dan secara biologis, alat reproduki anak masih dalam 
tahap pematangan. 
Apabila anak menikah pada usia dini tentu akan menghambat 
pertumbuhannya, dan dikhawatirkan membahayakan keselamatan anak. 
Kematangan fisik dan biologis anak erat kaitannya dengan usia 
pernikahan, anak yang menikah pada usia yang masih muda dapat 
dipastikan kematangan pikiran, fisik dan biologisnya belum terpenuhi. 
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Untuk itu aturan tentang usia pernikahan sangat penting untuk direformasi 
demi kebutuhan edukatif anak bangsa Indonesia. 
Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting yang tidak 
dapat dipisahkan dari kehidupan manusia karena sudah menjadi hukum 
alam bahwa setiap manusia di dunia ini hidup berpasang-pasangan yang 
salah satu wujudnya adalah perkawinan. Perkawinan digunakan sebagai 
jalan untuk membentuk sebuah keluarga, dan keluarga adalah kelompok 
terkecil yang ada di dalam masyarakat, yang merupakan bagian bagian 
dari pendidikan luar sekolah.  
Apabila perkawinan usia dini dibiarkan terus menerus 
dikhawatirkan fungsi keluarga sebagai lembaga pendidikan luar sekolah 
tidak berjalan dengan baik. Karena orang yang menikah pada usia muda 
belum dewasa secara psikis, dan secara ekonomis juga belum memiliki 
persiapan kerja, jadi belum siap menjadi orang tua. Padahal dalam 
keluarga, orang tua memiliki fungsi-fungsi yang harus dijalankan. 
Dinyatakan bahwa fungsi keluarga meliputi fungsi kasih sayang, fungsi 
ekonomi, fungsi pendidikan, fungsi perlindungan atau penjagaan, fungsi 
rekreasi, fungsi status keluarga, dan fungsi agama. 
Perkawinan usia muda membawa dampak yang sangat merugikan 
bagi pelakunya. Secara psikis, anak belum siap dan mengerti tentang 
hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan 
dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan 
menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak 
mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan perkawinan akan 
menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan, hak bermain dan 
menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri 
anak. 
Uraian tersebut menegaskan bahwa pernikahan dini atau 
perkawinan di bawah umur (anak) lebih banyak mudharat dari pada 
manfaatnya. Oleh karena itu orang tua harus disadarkan agar tidak 
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mengizinkan anaknya untuk menikah dalam usia dini, dan orang tua harus 
memahami peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak.  
Masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak dapat 
mengajukan class-action kepada pelaku, melaporkan kepada Komisi 
Perlindungan Anak Indonesai (KPAI) atau LSM yang peduli kepada anak. 
Para penegak hukum harus melakukan penyelidikan dan penyidikan 
kepada orang-orang yang melakukan pernikahan dini untuk melihat 
apakah terdapat pelanggaran terhadap perundangan yang ada, dan 
menindak pelakunya untuk dikenai pasal pidana dari peraturan 
perundangan yang ada. 
Jika dilihat dari sisi ortodoksi agama, penolakan dan pengaduan 
anak atas perlakuan orang tua yang memaksa untuk menikah adalah 
kedurhakaan yang nyata, namun perintah tersebut dalam pandangan 
Ahmad Rajafi
21
 merupakan kemaksiatan yang wajib ditentang. 
Sehingganya, menjadi sangat penting dan mendesak untuk segera 
mereformasi aturan tentang usia perkawinan yang dikorelasikan dengan 
UU Sisdiknas demi merubah pola pikir masyarakat agar tidak 
mengeksploitasi dan merugikan anak-anak generasi muda dalam 
menjemput kehidupan masa depan yang lebih baik. 
Berdasarkan pemaparan korelasi UU Perkawinan dengan UU 
Sisdiknas maka jika diarahkan pada perumusan usia perkawinan yang 
responsif dengan bangsa Indonesia adalah, usia-usia pasca pendidikan 
menengah yakni usia 18 (delapan belas) atau 19 (sembilan belas) tahun 
tanpa dibedakan secara jenis kelamin. Pendidikan harus didahulukan dari 
pada perkawinan sehingga terbangun visi saki>nah mawaddah dan 
rah}mah secara sempurna. 
2. Korelasinya Dengan Ketentuan BKKBN 
Masa dewasa awal adalah salah satu tahapan perkembangan 
manusia yang memiliki masa terpanjang sepanjang rentang kehidupan 
seseorang. Pada masa dewasa awal individu dianggap telah siap 
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menghadapi suatu perkawinan, seperti yang dikemukakan oleh Havigurst 
bahwa lima dari tugas perkembangan dewasa awal merupakan kegiatan-
kegiatan pokok yang bersangkutan dengan kehidupan berkeluarga.
22
 
Penyiapan kehidupan berkeluarga sangat penting bagi pasangan yang akan 
menikah, oleh karena penundaan kelahiran anak pertama perlu dilakukan 
pasangan yang usianya terlalu muda supaya tidak masuk pada kelahiran 
resiko tinggi. 
Penundaan usia perkawinan akan memberikan kontribusi terhadap 
kelahiran seorang anak sehingga angka kelahiran atau fertilitas dapat 
ditekan. Fertilitas dipengaruhi oleh dua faktor yaitu demografi dan non-
demografi. Faktor demografi terdiri dari struktur umur, umur kawin 
pertama, lama perkawinan, paritas dan proporsi kawin. Sedangkan faktor 
non-demografi terdiri dari faktor sosial, faktor ekonomi dan faktor 
psikologi. Fertilitas merupakan jumlah dari anak yang dilahirkan hidup 
dengan pengertian bahwa anak yang pernah dilahirkan dalam kondisi 
hidup menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Jika anak pada saat dilahirkan 
dalam kondisi hidup kemudian meninggal pada waktu masih bayi tetap 
dikatakan anak lahir hidup, dan inilah permasalahan yang sangat krusial di 
dalam kependudukan. 
Secara sederhana, permasalahan kependudukan pada dasarnya 
terkait dengan kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk. Undang-
Undang No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan 
Pembangunan Keluarga telah mengamanatkan perlunya pengendalian 
kuantitas, peningkatan kualitas dan pengarahan mobilitas penduduk agar 
mampu menjadi sumber daya yang tangguh bagi pembangunan dan 
ketahanan nasional. Salah satu program pembangunan yang berkaitan 
dengan kependudukan adalah Program Keluarga Berencana yang 
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bertujuan mengendalikan jumlah penduduk di antaranya melalui program 
Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP).
23
 
Usia Perkawinan bertujuan untuk memberikan pengertian dan 
kesadaran kepada remaja agar di dalam merencanakan keluarga, mereka 
dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan 
berkeluarga, ditinjau dari aspek kesehatan, ekonomi, psikologi dan agama. 
Tujuan PUP seperti ini berimplikasi pada perlunya peningkatan usia 




Selain dari hal tersebut, tujuan program PUP adalah memberikan 
pengertian dan kesadaran kepada remaja agar di dalam merencanakan 
keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan 
dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, 
pendidikan, sosial, ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran. 
Tujuan PUP seperti ini berimplikasi pada perlunya peningkatan usia kawin 
yang lebih dewasa. Program PUP dalam program KB bertujuan 
meningkatkan usia kawin perempuan pada umur 21 tahun serta 
menurunkan kelahiran pertama pada usia ibu di bawah 21 tahun menjadi 
sekitar 7% (RPJM 2010-2014). 
Pendewasaan Usia Perkawinan dan Perencanaan Keluarga        
merupakan kerangka dari program pendewasaan usia perkawinan. 
Kerangka ini terdiri dari tiga masa reproduksi, yaitu: 1) Masa menunda 
perkawinan dan kehamilan, 2) Masa menjarangkan kehamilan, 3) Masa 
mencegah kehamilan dan 4) Masa Mengakhiri kehamilan.
25
 
a. Masa Menunda Perkawinan 
Pada laki-laki, organ pendewasaan usia perkawinan dan hak-hak 
reproduksi bagi remaja Indonesia serta organ reproduksinya diusia 14 
tahun baru sekitar 10 persen dari ukuran matang. Setelah dewasa, 
                                                 
23
 Lihat Hendra Sipayung, "Pendewasaan Usia Perkawinan Sebagai Upaya Mencetak 







ukuran dan proporsi tubuh berkembang, juga organ-organ reproduksi. 
Bagi laki-laki, kematangan organ reproduksi terjadi pada usia 20 atau 
21 tahun. Pada perempuan, organ reproduksi tumbuh pesat pada usia 
16 tahun. 
Pada masa tahun pertama menstruasi dikenal dengan tahap 
kemandulan remaja, yang tidak menghasilkan ovulasi atau pematangan 
dan pelepasan telur yang matang dari folikel dalam indung telur. 
Organ reproduksi dianggap sudah cukup matang di atas usia 18 tahun, 
pada usia ini rahim (uterus) bertambah panjang dan indung telur 
bertambah berat.  
Dalam masa reproduksi, usia di bawah 20 tahun adalah usia 
yang dianjurkan untuk menunda perkawinan dan kehamilan. Dalam 
usia ini seorang remaja masih dalam proses tumbuh kembang baik 
secara fisik maupun psikis. Proses pertumbuhan berakhir pada usia 20 
tahun, dengan alasan ini maka dianjurkan perempuan menikah pada 
usia 20 tahun. Apabila pasangan suami istri menikah pada usia 
tersebut, maka dianjurkan untuk menunda kehamilan sampai usia istri 
20 tahun dengan menggunakan alat kontrasepsi. 
b. Masa Menunda Kehamilan 
Perempuan yang menikah pada usia kurang dari 20 tahun 
dianjurkan untuk menunda kehamilannya sampai usianya minimal 20 
tahun. Untuk menunda kehamilan pada masa ini ciri kontrasepsi yang 
diperlukan adalah kontrasepsi yang mempunyai reversibilitas dan 
efektifitas tinggi. Kontrasepsi yang dianjurkan adalah Kondom, Pil, 
IUD, metode sederhana, implan dan suntikan. 
c. Masa Menjarangkan kehamilan 
Pada masa ini usia istri antara 20-35 tahun, merupakan periode 
yang paling baik untuk hamil dan melahirkan karena mempunyai 
resiko paling rendah bagi ibu dan anak. Jarak ideal untuk 
menjarangkan kehamilan adalah 5 tahun, sehingga tidak terdapat 2 
balita dalam 1 periode. Ciri kontrasepsi yang dianjurkan pada masa ini 
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adalah alat kontrasepsi yang mempunyai reversibilitas dan efektifitas 
cukup tinggi, dan tidak menghambat air susu ibu (ASI). 
d. Masa Mengakhiri kehamilan 
Masa mengakhiri kehamilan berada pada usia PUS di atas            
35 tahun, sebab secara empirik diketahui melahirkan anak di atas usia 
35 tahun banyak mengalami resiko medik. Ciri kontrasepsi yang 
dianjurkan untuk masa ini adalah kontrasepsi yang mempunyai 
efektifitas sangat tinggi, dapat dipakai untuk jangka panjang, dan tidak 
menambah kelainan yang sudah ada (pada usia tua kelainan seperti 
penyakit jantung, darah tinggi, keganasan dan metabolic biasanya 
meningkat oleh karena itu sebaiknya tidak diberikan kontrasepsi yang 
menambah kelainan tersebut). Kontrasepsi yang dianjurkan adalah 
Steril, IUD, Implan, Suntikan, Metode Sederhana dan Pil. 
Program keluarga berencana yang dimulai sejak 1970-an tersebut 
mengembangkan program promosi pendewasaan usia kawin. Promosi ini 
pada dasarnya adalah upaya edukasi kepada orang tua dan generasi muda 
untuk menghindari perkawinan dini. Usia minimal perkawinan yang 
dianjurkan bagi wanita adalah 20 tahun. Program promosi ini dilakukan 
baik melalu jalur pendidikan formal, non formal, dan informal  di dalam 
kerangka pendidikan kependudukan dan kesehatan reproduksi remaja oleh 
pemerintah maupun LSM. 
Pada tahun 2000, pemerintah menjadikan program kesehatan 
reproduksi remaja sebagai program nasional. Tujuannya adalah untuk 
mempersiapkan remaja agar dapat mempertanggungjawabkan perilakunya 
dalam hal kesehatan reproduksi termasuk merencanakan usia menikah. 
Program ini terfokus pada pemberian informasi dan konseling bagi remaja 
perihal kesehatan reproduksi. Di sektor pemerintah, program kesehatan 
reproduksi remaja terutama dilaksanakan oleh BKKBN, Kementerian 
Kesehatan, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama dan 
Kementerian Sosial. Sebagai contoh, Departemen Kesehatan berfokus 
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pada penyiapan puskesmas sebagai pusat rujukan, sedangkan BKKBN 
berfokus pada pemberdayaan remaja melalui kelompok masyarakat.
26
 
Pelayanan kesehatan reproduksi remaja dilaksanakan melalui 
Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja di beberapa pusat kesehatan sebagai 
percobaan dan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja atau PKPR yang 
diperkenalkan pada masyarakat di beberapa daerah. Sudah sejak lama 
telah banyak LSM baik yang berafiliasi dengan faith based organization 
maupun non faith based organization sangat aktif untuk memberikan 
informasi dan pelayanan kesehatan remaja kepada orang orang muda.
27
 
Atas dasar nalarisasi di atas, maka dalam konteks aturan BKKBN, 
seseorang yang layak untuk melangsungkan perkawinan adalah 20 (dua 
puluh) tahun ke atas. Umur di atas dua puluh tahun memiliki masa 
kesehatan reproduksi yang baik dan berada di level kematangan kesehatan 
jasmani dan psikologis, sehingga akan mampu menjalankan rumahtangga 
yang sesuai dengan visinya yakni saki>nah mawaddah dan rah}mah. 
3. Korelasinya Dengan UU Perlindungan Anak 
UU tentang Perlindungan Anak pertama kali adalah Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2002 dan selanjutnya mengalami amandemen 
dengan lahirnya Undang-undang 35 Tahun 2014. Pada UU yang baru 
tersebut dijelaskan beberapa hal penting: 
Pasal 1 :  
Ayat (1);  Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan 
belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 
Ayat (2);  Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk 
menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar 
dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi 
secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 
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kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan 
dan diskriminasi. 
Ayat (12); Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang 
wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, 
Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah 
daerah. 
Ayat (16); Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang 
berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara 
fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk 
ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau 
perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. 
Pasal 9 : 
Ayat (1); Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan 
pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan 
tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. 
Ayat (1a); Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan 
pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang 
dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama 
peserta didik, dan/atau pihak lain. 
Pasal 15 : 
Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: 
a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik; 
b. pelibatan dalam sengketa bersenjata; 
c. pelibatan dalam kerusuhan sosial; 
d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan; 
e. pelibatan dalam peperangan; dan 
f. kejahatan seksual.” 
Masih banyak lagi pasal-pasal yang mementingkan hak dan 
kewajiban anak bangsa demi meraih kehidupan yang lebih baik di 
negerinya sendiri. Pasal yang paling krusial dan disebut secara terang 
benderang adalah Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan bahwa anak adalah 
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mereka yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun. Ketentuan 
tersebut bertolak belakang dengan ketentuan (tersirat) di dalam UU 
Perkawinan yang mengkategorikan anak-anak yakni untuk laki-laki di 
bawah umur 19 tahun dan untuk perempuan di bawah umur 16 tahun. 
Dengan dasar diferensiasi tersebut maka seseorang yang berumur sesuai 
dengan ketentuan UU Perkawinan akan dinggap tidak menyalahi hukum 
termasuk atas alasan UU Perlindungan Anak. 
Secara historis, upaya perlindungan anak didasarkan pada prinsip-
prinsip konvensi hak anak-anak yang meliputi non diskriminasi, 
kepentingan yang terbaik untuk anak, hak anak untuk hidup, dan 
penghargaan terhadap pendapat anak. Isu perlindungan anak menguat 
ketika banyaknya praktek dan peristiwa yang terjadi di dunia terhadap 
anak-anak yang dieksploitasi untuk berbagai kepentingan, termasuk 
dipekerjakan sebagai tenaga kerja yang murah. Isu anak lainnya juga 
terjadi dalam hal perlakukan yang diskriminatif terhadap anak, anak-anak 
yang diperjualbelikan, dan isu lainnya. 
Padahal anak harus diberi hak hidup, tumbuh, berkembang, dan 
berprestasi dalam menjalani kehidupannya. Hal ini dimaksudkan agar 
anak-anak menjadi manusia yang memiliki masa depan bagi dirinya 
sendiri sesuai dengan konsiderans dalam UU Perlindungan Anak (tahun 
2003) poin (d); bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung 
jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya 
untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun 
sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta 
untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan 
terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa 
diskriminasi. 
Atas dasar dualisme hukum antara UU Perkawinan dan UU 
Perlindungan Anak, maka dapat dianalisis pada asas hukum lex posterior 
derogate legi priori (hukum yang terbaru mengesampingkan hukum yang 
lama) dan lex specialis derogate legi generali (hukum yang bersifat 
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khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum). Mengingat asas 
ini mengatur aturan hukum mana yang diakui sebagai suatu aturan yang 
berlaku.  
Artinya, persoalannya bukan berkenaan dengan perumusan suatu 
kebijakan tentang hukum (formulation policy), tetapi berkenaan dengan 
game-rules dalam penerapan hukum. Dalam hal ini, asas ini menjadi 
penting bagi penegak hukum apakah suatu peristiwa akan diterapkan 
aturan yang “ini” atau yang “itu” . Diperlukannya harmonisasi antar 
berbagai sistem hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia agar 
tantangan legislasi yang timbul akibat disparitas ketentuan hukum dalam 
persoalan perkawinan anak di bawah umur dapat dijembatani dengan 
transnasionalisasi hukum dengan menggunakan instrumen HAM yang bisa 
dijadikan referensi atas usia minimum untuk menikah. 
Dalam hal ini perbedaan kurun waktu yang panjang dari 
penyusunan dan pembuatan UU Perkawinan dengan UU Perlindungan 
Anak dapat dijadikan suatu analisa yang disesuaikan dengan 
perkembangan terkini terutama pada pasal-pasal yang dapat menjadi celah 
hukum bagi terjadinya perkawinan anak di bawah umur. 
Mayoritas negara telah mendeklarasikan bahwa usia minimal yang 
dilegalkan untuk menikah adalah 18 tahun yang merupakan implementasi 
kebijakan Konvensi Hak-Hak Anak pada tahun 1989. Menurut laporan 
terbaru Badan Perlindungan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNICEF, 
menyebut 46 persen gadis Asia Selatan menikah sebelum usia 18 tahun. 
Negara Asia Selatan itu termasuk Banglades, India dan Sri Lanka.  
Dalam laporan yang dirilis tersebut, lebih dari dua juta anak 
meninggal sebelum usia 15 tahun karena sebab yang sebetulnya bisa 
dicegah. Sebanyak 38 persen juga mengalami malnutrisi kronis.
28
 Adapun 
dalam konteks Indonesia, diperkirakan 150.000 anak meninggal di 
Indonesia setiap tahun sebelum mereka mencapai ulang tahun kelima, dan 
                                                 
28
 Lihat "UNICEF: Pernikahan Anak Marak di Asia Selatan", dalam 
http://dunia.tempo.co/, diakses Jum'at, Tgl. 15 Januari 2016 
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Dalam perspektif HAM, anak mempunyai hak yang bersifat asasi. 
Instrumen hukum yang mengatur perlindungan hak-hak anak diatur dalam 
konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (Convention on The Rights of The 
Child) th 1989, telah diratifikasi oleh lebih 191 negara. Indonesia sebagai 
anggota PBB telah meratifikasi dengan Kepres Nomor 36 th 1990. Dengan 
demikian Konvensi PBB tentang Hak Anak tersebut telah menjadi hukum 
Indonesia dan mengikat seluruh warga negara Indonesia. Termasuk untuk 
melarang mereka melakukan pernikahan di bawah umur. 
Ketentuan lainnya yang dapat menguatkan pentingnya penjagaan 
anak agar tidak hilang masa kanak-kanak mereka adalah ketentuan pidana 
yang tercantum dalam KUHP Pasal 288 ayat (1); barang siapa bersetubuh 
dengan seorang wanita di dalam pernikahan, yang diketahui atau 
sepatutnya harus diduga bahwa sebelum mampu dikawin, diancam, 
apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka, dengan pidana penjara paling 
lama empat tahun .  
Selanjutnya ayat (2); jika perbuatan mengakibatkan luka-luka 
berat, dijatuhkan pidana paling lama delapan tahun. Pada ayat (3); jika 
mengakibatkan mati dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas 
tahun. Walaupun ketentuan pidana sudah jelas, tetapi sampai saat ini 
jarang bahkan tidak pernah terdengar adanya kriminalisasi terhadap 
perbuatan tersebut. Alasan utamanya adalah tekstualitas UU Perkawinan 
yang membolehkan menikah wanita di bawah 18 tahun dan bahkan 
diperkuat dengan ketentuan dispensasi nikah. 
Dari banyak kasus di beberapa Pengadilan Agama di Indoensia, 
dalil atau alasan yang disampaikan oleh pemohon dispensasi nikah di 
pengadilan, yaitu karena anak pemohon biasanya telah melakukan 
hubungan intim di luar nikah sehingga sang pacar mengandung. Selain 
                                                 
29
 Lihat "UNICEF: Kematian Ibu dan Anak Indonesia Masih Tinggi", dalam 
http://health.kompas.com/, diakses Jum'at, Tgl. 15 Januari 2016 
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dari pada itu juga karena kedua orang tua pemohon yang biasanya sudah 
sama-sama setuju untuk menikahkan dan untuk menghindari hal-hal yang 
tidak diinginkan, sehingga pengadilan mengabulkan permohonan tersebut. 
Perkawinan terhadap anak di bawah umur sudah selayaknya 
dihindari karena untuk menjamin hak-hak anak. Namun, karena kondisi 
sudah hamil terebih dahulu dan untuk menghindari hal-hal yang tidak 
diinginkan, maka dispensasi sebagai alternatif terakhir dapat diajukan ke 
Pengadilan Agama dengan mempertimbangkan hal-hal yang terbaik bagi 
anak. 
Masalah pernikahan anak di bawah umur merupakan persoalan 
yang selalu mengemuka seiring dengan munculnya berbagai faktor yang 
melatarbelakanginya. Salah satu faktornya yaitu adanya kehamilan di luar 
nikah sehingga jalan yang sering ditempuh oleh orangtua yaitu 
mengajukan permohonan dispensasi nikah melalui Pengadilan Agama 
setempat.  
Alasan tersebut sedikit banyak mempengaruhi sikap para hakim di 
pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk dalam mengambil keputusan 
untuk memberikan izin dispensasi kawin bagi para pihak. Sementara itu, 
setiap anak yang belum berumur 18 tahun harus mendapatkan 
perlindungan akan hak-hak anak dan kesejahteraannya sebagaimana yang 
diamanatkan oleh UU Perlindungan Anak. 
Jika dilihat dari struktur berpikir sehingga dikabulkannya 
dispensasi nikah tersebut, maka jika dilihat dari sudut pandang hukum, 
perlindungan anak melalui perkawinan (anak di bawah umur) bukan 
merupakan suatu bentuk perlindungan, karena pernikahan pada usia anak-
anak dianggap sebagai tindakan melanggar hukum, dan tindakan tersebut 
dianggap suatu perampasan terhadap hak-hak anak. Bahkan dispensasi 
merupakan  bentuk pengabaian terhadap perlindungan anak.  
Meskipun demikian, secara umum dipahami bahwa adanya 
dispensasi nikah yang diberikan oleh Pengadilan Agama bertujuan untuk 
menghindari tekanan atau stress, dan anak yang dilahirkanpun menjadi 
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kekuasaan hukum, agar anak tidak malu menjadi bahan hinaan pihak lain. 
Padahal tidak demikian, dispensasi nikah yang diberikan sebenarnya akan 
memperburuk suasana dan menambah stress bagi si anak yang mengalami 
kehamilan di luar nikah. Pernikahan bukanlah solusi, dan yang dapat 
menjadi solusi adalah dengan memberikan perlindungan tambahan dan 
pengobatan dari psikologis demi mengangkat semangat kejiwaannya. 
Apabila melihat ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf c UU No. 23 
Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dengan tegas melarang terjadinya 
pernikahan anak di bawah umur yang belum mencapai usia 18 tahun. 
Begitu juga batasan usia nikah dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa 
perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah umur 19 (sembilan belas) 
tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun.  
Namun, pada saat yang sama Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan di dalamnya juga memperbolehkan seseorang 
untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah. Adanya hal demikian, 
menurut hemat penulis terdapat kontradiksi antara UU Perlindungan Anak 
dan UU Perkawinan perihal perkawinan anak di bawah umur. Untuk itu, 
adanya kontradiksi pasal-pasal dari kedua UU tersebut dibutuhkan 
ketelitian yang mendalam bagi seorang hakim dalam mencari titik temu 
dalam penyelesaian dispensasi nikah anak di bawah umur khususnya 
untuk kasus hamil di luar nikah. 
Melihat hal demikian, pada intinya UU Perlindungan Anak tetap 
dapat dijadikan sebagai bahan dalam memutuskan perkara yang berkaiatan 
dengan usia pernikahan, namun tetap saja tidak dapat menutup 
kemungkinan terjadinya dispensasi nikah yang juga memiliki sandaran 
yuridis dalam perundang-undangan. Perlu diketahui pula bahwa dispensasi 
nikah merupakan aturan khusus, sementara UU Perlindungan Anak 
tepatnya Pasal 26 ayat (1) huruf c melarang terjadinya pernikahan bagi 
seorang anak yang belum mencapai usia delapan belas tahun merupakan 
aturan yang bersifat umum. 
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Atas dasar korelasi antara kedua UU tersebut, maka dapat 
dipahami bahwa ketentuan usia perkawinan yang responsif dengan 
perkembangan zaman di Negara Indonesia adalah jika anak – secara 
general tanpa dibedakan jenis kelaminnya baik laki-laki atau perempuan – 
telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun ke atas. Jika tidak 
mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun maka yang menikahkan termasuk 





C. Konstruk Pembaruan Hukum Tentang Usia Perkawinan yang Responsif 
dengan Negara Indonesia 
 
Sebelum merumuskan konsep atau konstruk pembaruan hukum tentang 
usia perkawinan yang responsif dengan jiwa bangsa Indonesia maka terlebih 
dahulu akan ditinjau kembali atau evaluasi terhadap beberapa kegagalan-
kegagalan yang telah dilakukan oleh beberapa kelompok masyarakat dalam 
memperbarui UU Perkawinan khususnya pada konteks usia perkawinan. 
Secara historis, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan adalah bentuk pembaruan hukum perkawinan yang 
dilegislasikan di Indonesia dengan cara talfiq, yaitu memadukan beberapa 
pendapat madzhab dan kemudian memilih pendapat yang paling kuat dan 
relevan. Karena sebelum lahirnya perundang-undangan tentang perkawinan, 
ada lima sistem hukum keluarga di Indonesia, yaitu; 1) hukum Islam bagi 
warga Negara Indonesia yang beragama Islam, 2) Ordonansi hukum 
perkawinan Kristen bagi warga Negara Indonesia yang beragama Kristen di 
Jawa, Minahasa dan Ambon, 3) hukum adat bagi warga Negara Indonesia 
keturunan aseli, 4) kitab undang-undang hukum perdata bagi warga Negara 
Indonesia keturunan Eropa dan Cina, dan 5) hukum perkawinan campuran 
bagi warga Negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran. 
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Meskipun demikian, perundang-undangan perkawinan di Indonesia 
dianggap masih terlalu umum, sehingga terbentuklah Kompilasi Hukum 
Islam, namun justru peran KHI hanya menjelaskan serta meneguhkan dan 
bukan memberikan terobosan baru, sehingga perundang-undangan perkawinan 
di Indonesia dianggap masih bersifat konservatif dan belum progresif. 
Sehingga hal ini perlu untuk dirumuskan bentuk reformasi hukum perkawinan 
yang lebih responsif dan aplikatif, khususnya berkenaan dengan batasan usia 
perkawinan, karena dalam prinsip hukum progresif adalah hukum untuk 
manusia dan bukan manusia untuk hukum. Untuk itu bentuk pembaruan 
hukum perkawinan di Indonesia harus tepat sasaran, sehingga relevan dengan 
tuntutan yang diharapkan, meskipun tarail and eror sudah dilakukan oleh 
beberapa ormas dan belum menemukan model pembaruan yang ideal, 
sehingga sering mengalami kegagalan. 
Kegalalan pertama adalah pembaruan model CLD-KHI yang 
dirumuskan oleh Tim Pengarusutamaan Gender (PUG) Departemen Agama 
Republik Indonesia. Pada konteks ini, masyarakat umum yang diwakili oleh 
Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai bahwa hasil pemikiran tim PUG 
tersebut telah jauh dari konteks ajaran agama Islam yang sudah digariskan 
dengan tegas dalam al-Qur'an dan Hadis. Begitu besar respons negatif dari 
masyarakat, sehingga Menteri Agama akhirnya melarang sosialisasi lebih 
lanjut draf CLD tersebut mengatasnamakan Departemen Agama. 
Menurut Ali Mustafa Ya‟qub; “ini adalah hukum jahat, jika kita 
mengikutinya, kita akan menjadi murtad”.30 Umar Shihab, salah satu anggota 
dari Kepala Dewan MUI, berpendapat bahwa CLD-KHI tidak hanya 
bertentangan dengan syari‟ah, tetapi juga untuk KHI-Inpres yang telah 
menjadi konsensus di antara umat Islam Indonesia. Tim merumuskan CLD-
                                                 
30
 Lihat “Pikiran Sesat Anti Islam Kuasai Departemen Agama, The Asia Foundation 
Dibalik Draft Kompilasi Hukum Inkar Syari‟at”, Swara Muslim, 28 Oktober 2004, dalam 
http://swaramuslim.net/printerfriendly.php?id=2454_0_1_0_C, diakses pada 12 Januari 2016 
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KHI tidak hanya salah menafsirkan, tetapi juga menyimpang ayat-ayat al-
Qur‟an, “ini hanya akal-akalan”.31 
Dien Syamsuddin, Ketua Umum PP Muhammadiyah, cenderung tidak 
setuju dengan CLD-KHI. “CLD-KHI memiliki beberapa absurditas,” katanya. 
Materi dalam CLD-KHI tidak dibahas dengan para pemimpin agama sebelum 
diluncurkan. CLD-KHI hanya diusulkan oleh beberapa Muslim dan tidak 
mencerminkan mayoritas.
32
 Jika CLD-KHI diimplementasikan, itu adalah 
bentuk paksaan karena mayoritas Muslim tidak setuju dengan hal itu, dan itu 




Menanggapi respon masyarakat tersebut, ketua tim PUG Siti Musdah 
Mulia menjelaskan bahwa sebenarnya yang terjadi di masyarakat adalah 
kesalahpahaman terhadap apa yang telah dilakukan oleh timnya. Masyarakat, 
menurutnya, menganggap bahwa rumusan yang diajukan timnya sudah 
merupakan rumusan yang akan mengikat layaknya undang-undang. Padahal, 




Lebih jelas Musdah mengakui adanya satu kesalahan yang telah 
dilakukan oleh timnya, meski ditegaskan kemudian bahwa kesalahan itu 
memang disengaja. Yang salah yaitu karena PUG mengemas penelitiannya 
dalam Counter Legal Draft (CLD). Menurutnya, andaikata hasil tersebut 
dikemas dalam laporan ilmiah, maka tentunya tidak akan ada keributan di 
masyarakat. Seperti halnya sejumlah disertasi dan tesis di berbagai 
                                                 
31
 Lihat “Menteri Agama Larang Diskusikan Draft Hukum Islam”, 19 Oktober 2004, 
dalam http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2004/10/19/brk,20041019-28,id.html, diakses 
pada Tgl. 12 Januari 2016 
32
 Lihat “Muslim Figures Differ on Draft Amendment,” The Jakarta Post.com, October 
6th, 2004, dalam http://thejakartapost.com/misc/PrinterFriendly.asp, diakses pada Tgl. 12 Januari 
2016 
33
 Lihat “MUI: Pembaruan Hukum Islam Mengandung Absurditas,” 07 Oktober 2004, 
dalam http://www.humasdepag.or.id/berita_isi.php?id=54, diakses pada Tgl. 12 Januari 2016 
34
 Lihat Zaenal Arifin, “Musdah Mulia: Kesalahan Kami Hanya karena Menuangkan di 
Dalam Bentuk CLD”, dalam http://www.hukumonline.com/, diakses pada Tgl. 12 Januari 2016 
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perpustakaan yang hingga kini tidak ada yang meng-counter, meskipun isinya 
itu sangat mengecam KHI.
35
 
Jika ditelusuri secara metodologis, sebagaimana yang dipaparkan oleh 




1. Mengungkap dan merevitalisasi kaidah ushul marjinal yang tidak terliput 
secara memadai dalam sejumlah kitab ushul fikih, karena masih banyak 
kaidah ushul fikih yang belum difungsikan secara optimal. 
2. Sekiranya usaha pertama tidak memadai untuk menyelesaikan problem 
kemanusiaan, maka upaya selanjutnya adalah membongkar bangunan 
paradigma ushul fikih lama;  
a. Mengubah paradigma dari teosentrisme ke antroposentrisme, dari elitis 
ke populis;  
b. Bergerak dari eisegese ke exegese. Dengan exegese, para penafsir 
berusaha semaksimal mungkin untuk menempatkan teks agama 
sebagai “obyek” dan dirinya sebagai “subyek” dalam suatu dialektika 
yang seimbang.  
c. Memfikihkan syariat atau merelatifkan syariat. Syariat harus 
diposisikan sebagai jalan (wasilah) yang berguna bagi tercapainya 
prinsip-prinsip Islam (ghayah) berupa keadilan, persamaan, 
kemaslahatan, penegakan HAM. 
d. Kemaslahatan sebagai rujukan dari seluruh kerja penafsiran. 
e. Mengubah gaya berpikir deduktif ke induktif (istiqra‟i). 
Atas dasar fondasi paradigmatis tersebut, Muqsith merencanakan 
beberapa kaidah ushul fikih alternatif.  
1. Kaidah al-ibrah bi al-maqāsid lā bi al-alfaz. Kaidah ini berarti yang mesti 
menjadi perhatian seorang mujtahid dalam meng-istinbath-kan hukum dari 
al-Qur‟an dan as-Sunnah bukan huruf dan aksara al-Qur‟an dan as-Sunnah 




 Lihat Abd. Moqsith Ghazali “Argumen Metodologis CLD KHI”, dalam 




melainkan maqasid (tujuan hukum) yang dikandung. Yang menjadi poros 
adalah cita-cita etik-moral sebuah ayat dan bukan legislasi spesifik atau 
formulasi literalnya. 
2. Kaidah jawaz naskh al-nusus bi al-maslahah. Menganulir ketentuan ajaran 
dengan menggunakan logika kemaslahatan adalah diperbolehkan. Kaidah 
ini sengaja ditetapkan karena syari‟at (hukum) Islam memang bertujuan 
mewujudkan kemaslahatan kemanusiaan universal (jalb al-masalih), dan 
menolak segala bentuk ke-mafsadat-an (dar‟u al-mafasid). Ibnu al-
Qayyim al-Jawziyyah, tokoh Islam bermazhab Hanbali, menyimpulkan, 
syari‟at Islam dibangun untuk kepentingan manusia dan tujuan 
kemanusiaan universal yang lain yaitu kemaslahatan, keadilan, 
kerahmatan, dan kebijaksanaan (al-hikmah). Prinsip ini harus menjadi 
dasar dan substansi seluruh persoalan hukum. Ia harus senantiasa ada 
dalam pikiran para ahli fikih ketika memutuskan suatu kasus hukum. 
Penyimpangan terhadap prinsip ini berarti menyalahi cita-cita hukum 
Islam. 
3. Kaidah yajuzu tanqih an-nusus bi al-„aql al-mujtama‟. Kaidah ini hendak 
menyatakan akal publik memiliki kewenangan menyuling bahkan 
mengamandemen sejumlah ketentuan legal-spesifik yang relatif dan 
tentatif sehingga ketika terjadi pertentangan antara akal publik dengan 
bunyi harfiah teks ajaran, akal publik berotoritas mengedit, 
menyempurnakan, dan memodifikasinya. 
Atas dasar berbagai argumentasi tersebut, baik yang merespon positif 
atau bahkan menolak CLD-KHI, maka jika dilihat di dalam CLD KHI tentang 
umur perkawinan yang menyebutkan bahwa batas umur calon suami atau istri 
adalah 19 tahun. Hal ini disebutkan di dalam pasal 17 ayat (1), (2) dan (3) 
CLD-KHI: 
1. Calon suami atau istri harus berusia minimal 19 tahun 
2. Calon suami atau istri dapat mengawinkan dirinya sendiri dengan 
persyaratan berikut: berakal sehat; berumur 21 tahun; cakap/matang 
(rasyid rasyidah); dan 
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3. Bagi calon suami atau istri yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana 
pada ayat (2), maka yang berhak mengawinkannya adalah wali nasab atau 
wali hakim. 
Faktor-faktor yang melatarbelakangi lahirnya angka 19 (sembilan 
belas) dalam batas umur perkawinan adalah: 




2. Sebagai respon terhadap sejumlah penelitian baik tesis maupun disertasi 
yang menyimpulkan bahwa KHI mengandung sejumlah persoalan. 
Sejumlah pasal dalam KHI berseberangan dengan produk- produk hukum 
nasional seperti; UU No. 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala 
Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan; UU No. 29 Tahun 1999 
tentang HAM; UU No. 22 Tahun 1999 tentang Peraturan Daerah serta UU 
No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.
38
 
3. Sebagai respon terhadap usulan Direktorat Peradilan Agama tahun 2003 
yang mengusulkan RUU Terapan Bidang Perkawinan menggantikan posisi 
Hukum Perkawinan dalam KHI.
39
 
4. Menanggapi tuntutan formalisasi syari‟at Islam di beberapa daerah, seperti 
Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Cianjur dan Madura.
40
 
5. Sebagai respon terhadap berlangsungnya berbagai pembaruan hukum 




6. Mengantasipasi hasil survey di empat wilayah: Sumatera Barat, Jawa 
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 iti Musdah Mulia, “Menuju Undang-Undang Perkawinan Yang Adil” dalam 
Nasaruddin Umar dkk., Amandemen Undang-Undang Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan 
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Meskipun respon sosial dan global yang dibangun oleh Tim PUG 
dalam menetukan umur perkawinan dinilai postif, akan tetapi aturan-aturan 
hukum lainnya di dalam CLD-KHI yang dinilai keluar dari syari‟at Islam 
seperti haramnya poligami, perempuan diperbolehkan untuk menikahkan 
dirinya sendiri, maka aturan tentang batas umur perkawinan turut masuk 
dalam gerbong penolakan masyarakat atas hasil kerja Tim PUG tersebut. 
Menurut hemat penulis, kesalahan utama adalah karena politik hukum di 
negara ini masih belum terbangun dengan baik dalam membedakan mana 
yang betul-betul merupakan kepentingan umum dan mana yang hanya 
dianggap sebagai kepentingan umum. 
Walhasil, karena secara general sudah dianggap sebagai sesuatu yang 
salah, maka semua aturan hukum yang diungkap di dalamnya juga harus tidak 
boleh digunakan atau diundangkan. Problem seperti ini bertentangan dengan 
kaidah hukum Islam yang menegaskan: 
لبِ نسذ٠ ٍٗو ل نشز٠ ٍٗو43 
Artinya: “Sesuatu yang tidak diketahui secara keseluruhan maka jangan 
ditinggalkan secara keseluruhan.” 
 
Kegalalan kedua yang terjadi dalam hal pembaruan hukum keluarga 
adalah seperti yang terjadi di Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2014. 
Warga masyarakat dan Yayasan Pemantau Hak Anak (YPHA) mengajukan 
permohonan uji materi pasal 7 ayat 1 dan 2 UU No 1/1974 tentang 
Perkawinan di Mahkamah Konstitusi (MK), dan menjelaskan bahwa usia 
minimal perempuan harus diubah menjadi 18 tahun.
44
 
Ada beberapa ahli yang didatangkan sebagai saksi, seperti Direktur 
Institut Kapal Perempuan Misiyah yang menjelaskan bahwa negara diminta 
untuk tidak mengizinkan perempuan berusia 16 tahun melakukan pernikahan. 
Pelarangan tersebut harus dilakukan demi terpenuhinya hak kaum perempuan 
atas pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 C ayat 1 UUD 1945. 
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 Muhammad Syams al-Haq al-„Azim Abadi Abu Tib, „Aun al-Ma‟bud Syarh} Sunan 
Abi Dawud, (Beirut: Dar al-Kutub al-„Ilmiyyah, 1410 H), Juz. 10, h. 233 
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 Lihat “Pendewasaan Usia Perkawinan, Bukan Solusi Tuntas (1)”, dalam 
https://www.islampos.com/pendewasaan-usia-perkawinan-bukan-solusi-tuntas-1-149759/, diakses 
pada Tgl. 12 Januari 2016 
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Karena itu Ketua Dewan Yayasan Kesehatan Perempuan Zumrotin pun 
menilai bahwa aturan batas minimal usia menikah itu melanggar konstitusi 
sehingga memang harus dibawa ke MK.
45
 
Cendikawan Muslim  Quraish Shihab juga dipinta untuk menjadi saksi 
dalam uji materi tersebut. Quraish Shihab mengungkapkan, anak 16 tahun 
belum cukup menikah karena belum dapat bermusyawarah dengan suaminya. 
Sedangkan, tujuan menikah dalam al-Qur‟an dan sunah nabi adalah lahirnya 
keluarga saki>nah, yakni wujud kerja sama suami dan istri.
46
 
Meskipun alasan sosiologis dan keagamaan telah disampaikan oleh 
para saksi di Peradilan, namun keputusan kolektif Hakim Mahkamah 
Konstitusi tetap menolak untuk meningkatkan usia minimum pernikahan 




1. Perkawinan adalah hak setiap orang yang tidak boleh dibatasi 
Bahwa perkawinan adalah hak setiap orang yang harus dijamin dan 
dilindungi oleh negara karena perkawinan merupakan hak yang bersifat 
asasi dan naluriah kemanusiaan yang melekat pada diri setiap orang dan 
sesuatu yang kodrati. Secara hukum alam, perkawinan adalah kebutuhan 
yang tidak dapat dihalangi oleh siapapun selama perkawinan tersebut 
dilaksanakan menurut kaedah agama dan hukum negara yang berlaku. 
2. Negara hanya mengakomodasi perintah agama 
Semua agama yang berlaku di Indonesia memiliki aturan masing-
masing dalam perkawinan dan hukum agama tersebut mengikat semua 
pemeluknya, sedangkan negara memberikan pelayanan dalam pelaksanaan 
perkawinan dengan aturan negara termasuk pencatatan secara administrasi 
guna kepastian hukum bagi pasangan suami-istri maupun keturunannya. 






 Lihat “Alasan MK tolak kenaikan usia minimum pernikahan”, dalam 
http://www.rappler.com/world/regions/asia-pacific/indonesia/96844-alasan-mk-tolak-judicial-
review-usia-kawin, diakses pada Tgl. 12 Januari 2016 
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Salah satu contohnya, agama Islam tidaklah mengatur mengenai 
usia minimum perkawinan akan tetapi yang lazim adalah dikenal sudah 
aqil baligh, berakal sehat, mampu membedakan yang baik dan yang buruk, 
sehingga dapat memberikan persetujuannya. 
3. Tidak ada jaminan bahwa perubahan batas usia akan berdampak positif 
Tidak ada jaminan yang dapat memastikan bahwa dengan 
ditingkatkannya batas usia kawin untuk wanita dari 16 (enam belas) tahun 
menjadi 18 (delapan belas) tahun, akan semakin mengurangi angka 
perceraian, menanggulangi permasalahan kesehatan, maupun 
meminimalisir permasalahan sosial lainnya. 
4. Lebih baik legislative review 
MK kemudian menyarankan pemohon untuk melakukan legislative 
review ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) daripada melakukan judicial 
review. Saran ini baru diberikan 9 bulan sejak kasus pertama kali 
disidangkan di MK. MK berdalih bahwa judicial review akan mengikat 
hasil secara permanen, sehingga bila diperlukan perubahan lagi di masa 
depan, akan sulit dilakukan. 
Jika Mahkamah diminta untuk menetapkan batas usia minimal 
tertentu sebagai batas usia minimal yang konstitusional, Mahkamah justru 
membatasi adanya upaya perubahan kebijakan oleh negara untuk 
menentukan yang terbaik bagi warga negaranya sesuai dengan 
perkembangan peradaban dari setiap masa atau generasi, yang dalam hal 
ini terkait dengan kebijakan menentukan batas usia minimal kawin. 
Tidak tertutup kemungkinan bahwa pada saatnya nanti, dengan 
mendasarkan pada perkembangan teknologi, kesehatan, sosial, budaya, 
dan ekonomi, serta aspek lainnya, usia 18 (delapan belas) tahun bukan lagi 
sebagai batas usia minimum yang ideal bagi wanita untuk menikah, namun 
bisa saja dianggap yang lebih rendah atau lebih tinggi dari 18 (delapan 
belas) tahun tersebut sebagai usia yang ideal. 
5. Mencegah kemudharatan 
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MK berdalih bahwa pernikahan dini dapat mencegah zina di 
kalangan anak muda. Selain itu, pernikahan dapat mencegah lahirnya anak 
di luar nikah. Dari asas perkawinan tersebut tidaklah dikenal umur 
minimal demi untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar, apalagi 
perkembangan dewasa ini, bagi manusia pada zaman sekarang, di mana 
kemungkinan kemudharatan tersebut jauh lebih cepat merebak karena 
dipengaruhi oleh berbagai macam keadaan seperti makanan, lingkungan, 
pergaulan, teknologi, keterbukaan informasi, dan lain sebagainya, 
sehingga mempercepat laju dorongan birahi. 
Singkatnya menurut salah satu Hakim MK, bahwa Mahkamah menilai 
dalil pemohon tidak beralasan, dan menyatakan menolak permohonan 
pemohon untuk seluruhnya. Selain dari pada itu, tidak ada jaminan untuk 
ditingkatkan batas usia kawin untuk perempuan dari 15 menjadi 18 tahun akan 
semakin mengurangi angka perceraian, menanggulangi permasalahan 
kesehatan, maupun persoalan sosial lainnya.
48
  
Dengan penolakan tersebut maka situasi hukum Indonesia mengenai 
perkawinan mengalami status quo. Oleh karenanya, satu-satunya jalan untuk 
merubah batas usia perkawinan adalah dengan melakukan revisi UU 
Perkawinan. Namun merevisi UU Perkawinan bukanlah perkara mudah dan 
akan membutuhkan waktu yang lama sehingga dalam membatasi anak di 
bawah umur untuk menikah akan mengalami problem lanjutan, dan Indonesia 
dipastikan terlambat dalam merespon angka perkawinan anak yang semakin 
meningkat. 
Secara spesifik, kegagalan uji materi di MK tersebut adalah kegagalan 
tahap awal yang memberikan semangat untuk melanjutkan pada proyek yang 
lebih besar meskipun dengan korban yang banyak berjatuhan dalam 
memperjuangkannya. Perjuangan yang lebih mendasar dengan membangun 
UU Perkawinan baru yang responsif dan progresif. 
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 Lihat Nafiysul Qodar, “MK Tolak Uji Materi Batas Usia Perkawinan bagi Perempuan” 
dalam http://news.liputan6.com/read/2254845/mk-tolak-uji-materi-batas-usia-perkawinan-bagi-
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Melalui kedua kegagalan tersebut maka perlu dibangun politik hukum 
yang lebih mendasar dengan mengedepankan sisi keagamaan. Politik hukum 
yang mengetahui secara ilmiah apakah Rasulullah Muhammad saw melakukan 
pernikahan dengan anak-anak („Aisyah) ataukah tidak sehingga negara 
mampu memahami dan menjalankan sunnah (millah atau agama) sebagai 
dasar membuat sebuah aturan hukum (undang-undang). 
Analisis tekstual keagamaan diawali dengan menjabarkan hadis yang 
sangat mu‟tabar digunakan oleh muslim tradisionalis. Hadis yang 
diriwayatkan oleh para muhaddisin tersebut adalah: 
بٕثذحٍَٟعَٓثَشٙسَِٓعََبشَ٘ٓعَٗ١ثأَٓعَخشئبعَٟضسَاللَبٕٙعَذٌبلََ:
َِٕٝخ َّٚ ََضرََُّٝ ِجٌَّٕاٍَٝصَاللَٗ١ٍعٍَُسَٚبََٔأ َََُٚذْٕ ِثََِّذِسَََٓ ١ِِٕس{...ٖاٚسَٜسبخجٌا{
49 
Artinya : “Disampaikan kepada kami oleh Ali bin Mashar dari Hisyam dari 
ayahnya dari „Aisyah ra berkata ; Nabi saw menikahiku ketika aku 
masih berumur enam tahun…” (HR Bukhari) 
 
َْٓ َعَ َ بَش ََِْ٘ٓ َعََِٗ ١َِثأََْٓ َعَََخَشِئبَعَََٟ ِضَسََُاللَب َٙ ْٕ َعََْذٌَبَلََ :َِٟٕخ َّٚ ََضرََُّٟ ِجٌَّٕاٍَََّٝصَ
َُاللََِٗ ١ٍََْعَََُ ٍََّس ََٚبََٔأ َََُٚذْٕ ِثََِّذِسَََٓ ١ِِٕسَبَٕ ِْ ِذَمَفَََخَٕ٠ِذ َّ ٌْ اَبٌَْٕ َضََٕفَِٟفََِٟٕثََِسِسبَحٌْ آََِ ْثَ
َ جَسْضَخََُذْىِع ُٛ َفَََق َّش َّ َزَفََِٞشعَشََٝف َٛ َفًََخ َّ ١ْ َّ ُخََِْٟٕزَرأَفَٟ ِّ
ُ أََُّ ُ أَََْ ب َِ ُٚسَِِّٟٔإ ََِٟٚفٌََ
 َخَحُٛخُْسأَِٟع َِ َََُٚتِحا َٛ َصٌَََِْٟذَخَشَصَفَِٟثَب َٙ ُز١ََْرأَفَََلَِٞسَْدأَب َََُِذ٠ُِشرَِٟثَ
ََْدزََخأَفَِٞذَ١ِثََّٝزَحَِٟٕ َْزفَل ْٚ َأٍَََٝعََِةبَثََِساَّذٌأَِِّٟإ َََُٚح ِٙ ْٔ ُ َلَََّٝزَحَََٓ َىَسَََثَُضْعَِٟسَفََٔ
ََُّ ُ ثَََْدزََخأًَبئ١َْشََْٓ َِ َءب َََِْذَحَس َّ َفََِٗ ِثَٟ ِٙ ْخ ََِْٟٚسأَس ََََُّٚ ُ ثَِٟٕ ْزٍَ َخَْدأَََساَّذٌاََاِرئَفََ ح َٛ ْسَِٔ
َْٓ ََِِسبَصْٔ َْلَاَِٟفََِذ١َْجٌْ آَََ ٍْ ُمَفٍَََٝعََِش١َْخٌْ اََِخَوََشجٌْ ا ٍََََٚٝع َََِٚش١َْخَ َشِئبَطَِٟٕ ْز َّ ٍََْسأَفَ
ََّٓ ِٙ ١ٌَِْإٍََََْصأَفََٓ ْحََْٓ َِِٟٔ ْأَشََُْ ٍََفَِْٟٕعَُش٠ََ َِّلإََُيُٛسَسََِاللٍَََّٝصََُاللََِٗ ١ٍََْعَََُ ٍََّس ََٚ
ًٝحُضَِْٟٕز َّ ٍََْسأَفََِٗ ١ٌَِْإَبََٔأ ََٚ َزِئ َِ ْٛ ٠َََُذْٕ ِثََِعْسِرَََٓ ١ِِٕسَ{ٖاٚسَٜسبخجٌا{
50
 
Artinya: “Dari Hisyam bin Urwah dari „A<isyah ra berkata: “Nabi saw 
menikahiku ketika aku masih berusia enam tahun. Kami berangkat 
ke Madinah dan tinggal di tempat Bani Haris bin Khazraj. 
Kemudian aku terserang penyakit demam panas dan membuat 
rambutku banyak yang rontok. Kemudian ibuku, Ummu Ruman, 
datang ketika aku sedang bermain-main dengan beberapa orang 
temanku. Dia memanggilku, dan aku memenuhi panggilannya, 
sementara aku belum tahu apa kehendaknya. Dia menggandeng 
tanganku hingga sampai ke pintu sebuah rumah. Aku merasa 
bingung dan hatiku berdebar-debar. Setelah perasaanku agak 
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 Imam al-Bukhari,  al-Jami‟ as-Sahih al-Mukhtas}ar, (Beirut: Dar Ibnu Kasir, 1987), 





tenang, ibuku mengambil sedikit air, lalu menyeka muka dan 
kepalaku dengan air tersebut, kemudian ibuku membawaku masuk 
ke dalam rumah itu. Ternyata di dalam rumah itu sudah menunggu 
beberapa orang wanita Anshar. Mereka menyambutku dan berkata: 
Selamat, semoga engkau mendapat berkah dan keberuntungan 
besar.‟ Lalu ibuku menyerahkanku kepada mereka. Mereka lantas 
merapikan dan mendandani diriku. Tidak ada yang membuatku 
kaget selain kedatangan Rasulullah saw. Ibuku langsung 
menyerahkanku kepada beliau, sedangkan aku ketika itu baru 
berusia sembilan tahun.” (HR Bukhari) 
 
Menurut catatan Ahmad Rajafi,
51
 terdapat dua pemikiran mu‟tabar 
yang saling bertentangan dalam menanggapi hadis tersebut, yakni mereka 
yang menerima seperti pemahaman jumhur ulama, dan mereka yang menolak 
seperti Ibnu Syubrumah, Asghar, Hasbi dan lain-lain. Bagi mereka yang 
menerima, dasar utamanya adalah kemutlakan hadis yang disampaikan oleh 
Imam al-Bukhari untuk diterima karena kitabnya adalah karya yang paling 
paling baik dari kitab-kitab hadis lainnya, dan standar penyeleksiannya 
sangatlah tasyaddud (keras) karena pencariannya tidak hanya dari apa yang ia 
dengar akan tetapi langsung menuju sumber-sumber hadis itu dikeluarkan. 
Pada segi konsensus (ijma‟), Imam al-Nawawi menjelaskan di dalam 
syarh sahih} muslim-nya, bahwa telah terjadi ijma‟ kaum muslimin tentang 
dibolehkannya menikahkan gadis di bawah umur, dan jika telah berumur 
(balig) maka tidak ada khiyar untuk fasakh baginya menurut Imam Malik dan 
Imam asy-Syafi‟i dan seluruh fuqaha‟ Hijaz. Sedang fuqaha‟ Iraq menyatakan 
ia boleh melakukan khiyar jika telah baligah.
52
 Dengan demikian, maka dapat 
dipahami bahwa pernikahan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur 
dibenarkan oleh syara‟ sesuai dengan sharih (jelas) teks hadis di atas.  
Adapun yang menolak pernikahan di bawah umur adalah seperti 
ungkapan ibn Syubrumah yang menganggap pernikahan nabi Muhammad 
saw., dengan „Aisyah ra adalah sifat khusus yang dimiliki oleh nabi dan tidak 
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 Imam an-Nawawi, al-Minhaj Syarh S}ah}ih Muslim bin al-Hajjaj, (Beirut: Da>r Ihya>‟ 
at-Turas\al-Arabi, 1392 H), Juz. 9, h. 206 
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bisa begitu saja diikuti oleh umatnya. Ungkapan tersebut dikutip oleh Ibnu 
Hazm di dalam kitab al-Muhalla: 
ََيبَل َُٓ ْثا ََخ َِ ُشْجُش :ل َُصُٛدَ٠ َُذبَىْٔ إ ََِةلَا َََُٗزْٕثا ََحَش١ِغ َّصٌا لإ َّٝزَح ََُغٍَْجر ، َْ َْرَأر َٚ 
َٜأَس َٚ ََش ِْ َأ ََخَشِئبَع ََٟ ِضَس َُ َّاللّ ب َٙ ْٕ َع بًصُٛصُخ َِ ّٟ ِجٌٍَِّٕ ٍََّٝص َُالل َِٗ ١ٍََْع َِٗ ٌِ آ َٚ ، َُ ٍََّس َٚ 
،ِخَثُٛ٘ ْٛ َّ ٌْ بَو َُذبَىِٔ َٚ َََشثَْوأ َْٓ ِ ََْسأَ عَث
53 
Artinya : “Ibnu Syubrumah berkata; Seorang ayah tidak boleh menikahkan 
putrinya yang masih kecil sampai ia balighah dan dimintai 
persetujuannya. Ibnu Syubrumah memandang masalah pernikahan 
„A<isyah ra sebagai khususiyah bagi Nabi saw, seperti kebolehan 
menikah wanita tanpa mahar, juga kebolehan menikahi lebih dari 
empat orang istri.” 
 
Ketika menelaah kedua pemikiran di atas, maka ada sebuah 
pendekatan sejarah yang dituangkan oleh Rajafi di dalam bukunya, di mana 
hasilnya terjadi kontradiktif antara realita sejarah dengan bunyi teks hadis. 
Dalam hal pinangan misalnya, at-Tabari pernah menjelaskan bahwa „Aisyah 
menikah dengan nabi ketika berumur 7 (tujuh) tahun dan mulai berumah 
tangga di umr 9 (sembilan) tahun. Akan tetapi informasi ini tidak sinkron dan 
reliable ketika menjelaskan tentang anak-anak Abu Bakar yang berjumlah 4 




Buktinya adalah, jika „Aisyah dipinang oleh Nabi saw di tahun 620 H 
(„Aisyah umur 7 tahun) dan berumah tangga tahun 623/624 M (usia 9 tahun), 
ini mengindikasikan bahwa „Aisyah dilahirkan pada 613 M. Sehingga 
berdasarkan tulisan at-Tabari, „Aisyah seharusnya dilahirkan pada 613M, 
Yaitu 3 tahun sesudah masa Jahiliyah usai (pasca 610 M). Jika „Aisyah 
dilahirkan pada era jahiliyah, seharusnya pada saat menikah, „Aisyah sudah 
berumur minimal 14 tahun. 
Bukti lain yang dikemukakan adalah pada hitung-hitungaan selisih 
umur antara Asma‟ (anak tertua Abu Bakar) dengan „Aisyah. Dalam hal ini, 
Imam ibn Kasir menyatakan bahwa selisih umur mereka adalah 10 (sepuluh) 
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tahun, dan Asma‟ meninggal di tahun 73 H dalam usia 100 tahun.55 Dengan 
demikian, ketika terjadinya hijrah menuju Madinah (tahun 622 H), usia Asma‟ 
saat itu ada 27 atau 28 tahun. Oleh karenanya, hasil hitungan umur „Aisyah 
menikah untuk saat itu, yang selisih 10 tahun dengan Asma‟ adalah sekitar 
umur 17 atau 18 tahun ketika melangsungkan pernikahan dengan Nabi 
Muhammad saw.  
Bahkan jika dilihat selisih umur „Aisyah dengan Fatimah, ditemukan 
bahwa Fatimah dilahirkan ketika Ka`bah dibangun kembali, tepatnya, ketika 
Nabi saw berusia 35 tahun, padahal Fatimah 5 tahun lebih tua dari „Aisyah. 
Fatimah lahir ketika Nabi berumur 30 tahun. Jika Nabi menikahi „Aisyah 
setahun setelah hijrah (atau ketika Nabi Muhammad saw berumur 53 tahun). 
Ini mengindikasikan „„Aisyah berumur 17-18 tahun ketika menikah dengan 
beliau.
56
 Melalui kalkulasi ilmiah inilah kemudian mereka beranggapan bahwa 
h}adis di atas tidak dapat diterima oleh akal dan tentunya tidak bisa digunakan 
sebagai dalil agama. 
Jika kesimpulan sejarah ini benar adanya, maka perlu disepakati bahwa 
pernikahan Rasulullah Muhammad saw., (jika benar) dengan „Aisyah ra 
sebaiknya hanya dijadikan sebagai lembaran-lembaran sejarah yang pernah 
terjadi. Ia adalah h}adis yang dapat diterima keberadaannya tapi tidak 
dijadikan sebagai legitimasi hukum pembenaraan nikah di bawah umur di 
masyarakat (maqbul-gair ma‟mul).57 
Karena jika dilihat dari unsur primer (al-kulliyat al-khamsah) di dalam 
maqasid asy-syari‟ah, menjaga keturunan (hifz al-nasl) adalah hal penting di 
dalam agama. Secara alamiahnya, pernikahan dibentuk oleh unsur-unsur alami 
dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan dan fungsi 
biologis, melahirkan keturunan, kebutuhan akan kasih sayang dan 
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persaudaraan dan memelihara anak-anak tersebut menjadi anggota-anggota 
masyarakat yang sempurna (volwaardig).
58
  
Selain dari pada itu, pernikahan di bawah umur secara tidak langsung 
menghambat bahkan menutup berkembangnya pola pikir untuk menjadi 
manusia yang mumpuni (hifz al-„aql), hal tersebut karena mereka telah 
dipaksa untuk segera dewasa dan menghilangkan sifat-sifat naluriah sebagai 
seorang anak dan kemudian menciptakan bangunan keluarga baru yang 
hampir tidak jauh berbeda dengan keadaannya terdahulu.  
Dengan demikian, jika pernikahan dilakukan oleh anak-anak di bawah 
umur, maka apakah fungsi biologis untuk melakukan usaha melanjutkan 
keturunan dapat terlaksana? tentu tidak. Untuk itu, secara tidak langsung Islam 
sendiri pada dasarnya telah melarang praktek pernikahan dini jika kita mau 
mengkajinya kembali secara mendalam, dan pernikahan Nabi adalah sifat 
khususiyyah yang tidak bisa diikuti begitu saja oleh orang lain.
59
 
Atas dasar analisis terhadap teks hukum (al-hadis) di atas, maka 
proyeksi selanjutnya adalah menyusun atau mengkonstruk pembaruan yang 
responsif dengan jiwa bangsa Indonesia, khususnya pada problem umur 
minimal calon pengantin baik laki-laki dan pempuan tanpa harus dibedakan 
keduanya. Perlu diingat pula bahwa kematangan usia idealnya merupakan 
akumulasi kesiapan fisik, ekonomi, sosial, mental dan kejiwaan, agama dan 
budaya. Perkawinan tidak hanya membutuhkan kematangan secara biologis 
atau fisik saja, akan tetapi juga secara psikologis. 
Tentang minimal usia perkawinan, Islam tidak menentukan batas. Para 
ulama sepakat mengenai bolehnya perkawinan anak yang masih kecil apabila 
akadnya dilakukan oleh walinya. Ayat yang berkaitan dengan kelayakan 
seseorang untuk menikah yaitu surat al-Nūr ayat 32.60 
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Ibnu Katsîr dejelaskan bahwa sebuah perintah untuk menikah bagi 
mereka yang mampu.
61
 Al-Marāghī menafsirkan wasālihīn, para laki-laki atau 
perempuan yang mampu untuk menikah dan menjalankan hak-hak suami 
isteri, seperti berbadan sehat, mempunyai harta. Quraysh Shihab menafsiri 
seseorang yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah 
tangga, bukan berarti yang taat beragama, karena fungsi perkawinan 
memerlukan persiapan bukan hanya materi, tetapi juga persiapan mental 
maupun spiritual, baik bagi calon laki-laki maupun  perempuan.
62
 
Surat al-Nūr ayat 59, al-Nisā‟ ayat 6. Dalam tafsīr Ayat al-Ahkām 
bahwa seseorang anak dikatakan bāligh apabila laki-laki telah bermimpi, 
ulama sepakat bahwa anak yang sudah bermimpi lantas junub (keluar mani),
63
 
Sedangkan ciri-ciri wanita ketika sudah hamil atau haid.
64
  
Dalam tafsīr al-Misbāh, rushdan adalah ketepatan. Kata rushd adalah 
kesempurnaan akal dan jiwa yang menjadikanya mampu bersikap dan 
bertindak setepat mungkin.  al-Marāghī menafsirkan, apabila seseorang telah 
mengerti dengan baik cara menggunakan harta dengan membelanjakannya, 
yang disebut bāligh  al-nikāh ialah jika umur telah siap menikah.  
Menurut Rasyid Ridha, “bāligh al-nikāh” menunjukkan bahwa usia 
seseorang untuk menikah, yaitu sampai bermimpi, pada umur ini seseorang 
telah dapat melahirkan anak dan memberikan keturunan sehingga tergerak 
hatinya untuk menikah. Kepadanya juga dibebankan hukum agama, seperti 
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ibadah dan mu‟amalah serta diterapkannya hudūd. Karena kepantasan 
sesorang dalam bertasarruf serta mendatangkan kebaikan.
65
 
Dijelaskan dalam Tabaqāt al-Shāfi‟iyyah, larangan mempergunakan 
harta itu dicabut dari orang yang sudah dewasa dan pandai.
66
 Dijelaskan pula 
dalam Tafsīr al-Munīr, menafsirkan “fain anastum minhum rushdan” jika 
menerut kalian mereka telah cerdas (QS. al-Nisā‟ :6), yakni telah pandai 
dalam mengelola harta tanpa mubadhir dan tidak lemah dari tipu daya orang.
67
 
Berdasarkan penafsiran ayat di atas, bahwa kedewasaan dapat 
ditunjukkan dengan mimpi dan rushdan, walaupun rushdan dan umur kadang-
kadang sulit ditentukan, seseorang yang sudah mimpi adakalanya belum 
rushdan dalam tindakannya atau disebutkan dalam Kamus Ilmiah adalah 
kedewasaan telah nyata.
68
 Dijelaskan dalam Kitab al-Fiqh „Alā Madhāhib al-
Arba‟ah, menurut Hanafī, batas bāligh seorang anak biasanya ditandai dengan 
tahun, namun terkadang ditandai dengan tanda mimpi bagi laki-laki dan 
haid,
69
 namun jika tidak ada tanda-tanda bagi keduanya maka ditandai dengan 
tahun yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.  
Imām Mālik, bāligh ditandai dengan beberapa tumbuhnya rambut 
dianggota tubuh. Menurut Imām Shāfī‟i,15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun 
bagi perempuan. Menurun Hanbalī, bagi laki-laki 15 tahun, sedangkan 
peremuan atau bagi perempuan ditandai dengan haid.
70
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Kedewasaan pada dasarnya dapat ditentukan dengan umur, dan dapat 
pula dengan tanda, hadis Rasulullah saw: 
َْٓ َعَََخَشِئبَعَََٝ ِضَسََُاللَب َٙ ْٕ َعََِٓ َعََِّٝ ِجٌَّٕاٍَََّٝصََُاللََِٗ ١ٍََْعَََُ ٍََّس ََٚ :ََعِفُسََُُ ٍََمٌآََْ َعَ
 ََسَلَثََِٓ َعََُِ ِئبٌَّٕاََّٝزّحََََظم١َْزْسِآََِ َع َََِٚش١ِْغ َّصٌاَََشُِى٠ََِٓ َع َََِْٚ ْٛ ُْٕد َّ ٌاََّٝزَحًَََ ِمَْع٠ََْٚ َأَ
ََك١ُِْف٠َ(ٖاٚسَذّحأ.)َ
 Artinya: “Dari Aisyah r.a., dari Nabi saw bersabda: terangkat 
(pertanggungjawaban) dari tiga hal; orang yang tidur hingga ia 
terbangun, dari anak kecil hingga ia mimpi, dari orang gila hingga 
ia siuman, dan sadar”. (HR. Ahmad).71  
 
Hadis ini tidak mengisyaratkan tentang batasan bālig, hanya 
menjelaskan tentang tanda-tanda bāligh. Secara ekplisit para fukaha tidak 
sepakat tehadap batas usia minimal perkawinan, namun ia berpandangan 
bahwa bāligh bagi seorang itu belum tentu menunjukkan kedewasaannya. 
Ketentuan bāligh maupun dewasa, bukanlah persoalan yang dijadikan 
pertimbangan boleh tidaknya seseorang menikah. Imam Mālikī, Hanafī, 
Shāfi‟ī, dan Hanbalī berpendapat bahwa ayah boleh mengawinkan anak 
perempuan (belum bāligh), begitu juga neneknya apabila ayah tersebut tidak 
ada. Hanya Ibnu Hazm dan Subrumah berpendapat ayah tidak boleh 




Secara historis, batasan perkawinan dicontohkan oleh pernikahan Nabi 
saw., dengan Aisyah yang berusia 9 tahun dan 15 tahun. Batasan usia 9 tahun 
sebagaimana hadis: 
َْٓ َعَََخَشِئبَعََْذٌَبَل: ب َٙ َخ َّٚ ََضرََُي ْٛ ُسَسََِاللٍَََّٝصََُاللََِٗ ١ٍََْعَََُ ٍََّس َََِٚ٘ َََََُٚٝذْٕ ِثَ ََِّذِسَ
ََٕٝث ََٚب َٙ ِثََُذْٕ ِثََِعْسِرَََدب َِ ََََٚٝ ِ٘ َٚ ب َٙ ْٕ َع َََُٚذْٕ ِثَََْ ب َّ َثَََحَشْشَعَ(ٖاٚسٍَُسِ.)َ
Artinya: “Rasulullah saw menikah dengan dia (Aisyah) dalam usia enam 
tahun, dan beliau memboyongnya ketika ia berusia 9 tahun, dan 
beliau wafat pada usia delapan belas tahun”. (HR. Muslim).73 
 
 
 Batasan 15 tahun, riwayat Ibnu Umar yang berbunyi: 
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َُذْضَشَعََِٓ َعََِّٝ ِجٌَّٕاٍَََّٝصََُاللََِٗ ١ٍََْعَََُ ٍََّس ََََٚ ْٛ َ٠َ َذََحأَََٔأ َٚبََُٓ ْثاَََعَثَْسأَََحَشْشَعًََخََٕسََُْ ٍََفَ
ِٝثِضَْد٠ََْذَضَشَع َََِٚٗ ١ٍََْعَََ ْٛ ٠ََََِقذْٕ َحٌاَبََٔأ ََََٚٓ ْثاَََحَشْشَعًََخََٕسََِٝٔصبََخأَف. 
Artinya: “Saya telah mengajukan kepada Rasulullah saw untuk ikut perang 
Uhud yang waktu itu saya berusia 14 tahun, beliau tidak mengijinkan 
aku. Dan aku mengajukan kembali kepada beliau ketika perang 
Khandaq, waktu itu umurku 15 tahun, dan beliau membolehkan aku 
(untuk mengikuti perang)”.74 
 
Secara normatif dilihat dari kacamata sosiologis tentang batasan usia 
bālig atau batasan usia nikah, para fukaha dapat menyimpulkan bahwa dasar 
minimal adalah 15 tahun, meskipun Rasulullah menikahi Aisyah pada umur 9 
tahun, ini pada masa itu terutama di Madinah tergolong dewasa.
75
 
Adanya konsensi bagi calon mempelai yang kurang dari Sembilan 
belas tahun, atau enam belas tahun bagi wanita, boleh jadi didasarkan kepada 
nas hadis di atas. Kendatipun dibolehkan harus dilampiri ijin dari pejabat 
untuk itu. Ini menunjukkan bahwa konsep pembaharuan hukum Islam itu 
bersifat ijtihādī. Pemahaman nas, utamanya yang dilakukan oleh Rasulullah 
saw pada saat menikah dengan Aisyah, perlu difahami dengan tuntutan situasi 
dan kondisi waktu itu dibanding dengan sekarang, jelas sudah berbeda. 
Maka dapat dipahami bahwa batas usia minimal pernikahan adalah 15 
tahun yang didasarkan kepada riwayat Ibnu Umar, 9 tahun didasarkan kepada 
pernikahan Rasulullah saw dengan Aisyah.
76
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Pendapat Hanafī dalam usia bālig di atas adalah batas maksimal, 
sedangkan usia minimalnya adalah dua belas tahun untuk anak laki-laki dan 
sembilan tahun untuk anak perempuan. Sebab pada usia tersebut seorang anak 
laki-laki dapat mimpi mengeluarkan sepirma, menghamili atau mengeluarkan 
mani (di luar mimpi), sedang pada anak perempuan dapat mimpi keluar 
seperma, hamil, atau haid.
77
 
Imāmmiyah menetapkan usia bālig laki-laki adalah 15 tahun dan 
perempuan 9 tahun, berdasarkan hadis berikut: 
َارِإََِذََغٍَثََُخَ٠ِسبَدٌاَََعْسِرَََٓ ١ِْٕ ِسَََعََفدَب َٙ ١ٌَِْإَب َٙ ٌَب ََََِصبَخ ََٚبَ٘ َش َِ َأََْذ َّ ١َِْلأ ََََٚد ْٚ ُذُحٌاَََخ َِ بَّزٌاَب َٙ ٌََ
ب َٙ ١ٍََْع َٚ.َ
 Artinya: “Apabila anak perempuan telah mencapai usia Sembilan tahun, 
maka hartanya diserahkannya kepadanya, urusannya dipandang 
boleh, dan hukum pidana dilakukan atas haknya dan terhadap 
dirinya secara penuh”.78 
 
Dari sisi psikologi, para ahli psikologi terjadi perbedaan pendapat 
dalam memberi batasan masa remaja. Istilah asing yang menunjukkan masa 
remaja antara lain Priberteit, Adolescentia dan Youth. Dalam bahasa Indonesia 
sering disebut Pubertas atau remaja. Istilah ini adalah; 1) Puberty (Inggris) 
atau puberteit (Belanda) berasal dari bahasa latin pubertas. 2) Adolescentia 




Pada fase bāligh, anak telah memiliki kesadaran penuh akan dirinya, 
sehingga ia diberi beban tanggung jawab, terutama tanggung jawab agama dan 
sosial. Menurut Ikhwan al-Shafa, periode ini disebut alam pertunjukan kedua, 
di mana manusia dituntut untuk mengaktualisasikan perjanjian yang pernah 
disepakati pada alam pertunjukan pertama, yakni alam arwah. Menurut al-
Ghazali sebagai fase „āqil, di mana tingkat intelektual seseorang dalam kondisi 
                                                                                                                                     
delapan belas tahun, sedangkan anak perempuan tujuh belas tahun (Ibnu Qatadah, al-Mughni, Jilid 
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Menurut psikologi, ada dua aspek perkembangan, yaitu perkembangan 
fisik dan psikis, dari aspek fisik masa remaja ditandai dengan  kematangan 
alat-alat kelamin dan keadaan tubuh secara umum, yaitu telah memperoleh 
bentuknya yang sempurna dan secara fungsional alat kelaminnya sudah 
berfungsi secara sempurna. 
Sedangkan ditinjau dari umur, para ahli psikologi berbeda dalam 
menentukan seseorang telah masuk ke dalam usia remaja. Menurut Kartini 
Kartono menetapkan usia remaja sejak 13-19 tahun, Aristoteles menetapkan 
14-21 tahun, Simanjuntak menetapkan 15-21 tahun, Hurlock menetapkan 13-
21 tahun, F. J. Monte menetapkan sejak 12-18 tahun, Singgih Gursana 
menetapkan 12-22 tahun. Dari sekian pendapat di atas, dapat disimpulkan 
bahwa masa remaja berada pada rentang usia  12-21 tahun untuk wanita dan 
 13-22 tahun untuk pria.81 
Kemajuan dalam kehidupan beragama seorang remaja berkembang 
sejalan dengan berkembangnya fungsi-fungsi kejiwaan yang bersifat total 
yakni berkembang melalui pengamatan, pikiran, perasaan, kemauan, ingatan 
dan nafsu. Perkembangan tersebut dengan cepat atau lambat bergantung pada 
faktor-faktor pendidikan dapat disediakan dan difungsikan sebaik mungkin. 
Remaja merupakan proses kelanjutan dari pengaruh pendidikan yang diterima 
pada masa kanak-kanak yang juga mengandung implikasi psikologis yang 




Masa remaja merupakan tahap masa progresif, mencakup masa: 
Juvenilitas (adolescantium), pubertas dan nubilitas. Sejalan dengan 
perkembangan jasmani dan rohaninya, maka agama pada remaja menyangkut 
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adanya perkembangan tersebut, maksudnya penghayatan para remaja terhadap 
ajaran agama dan tindak keagamaan yang tampak pada para remaja banyak 
berkaitan dengan perkembangan tersebut.
83
 
Ketentuan hukum positif di Indonesia, dalam pasal 7 Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) menyatakan bahwa “perkawinan hanya 
diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita 
sudah mencapai umur 16 tahun”.84 Seperti disebutkan dalam Kompilasi 
Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan 
kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan 
prinsip yang diletakkan UU Perkawinan, bahwa calon suami isteri harus telah 
matang jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik 
tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik. 
Perkawinan mempunyai hubungan kependudukan, bahwa batas umur 
yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan kelahiran lebih 
tinggi. Berhubungan dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas 
umur untuk kawin baik bagi pria maupun wanita. 
Masalah penentuan umur dalam Kompilasi Hukum Islam, memang 
bersifat ijtihādiyah, sebagai usaha pembaruan pemikiran fiqh yang lalu. 
Sebagaimana diisyaratkan Allah dalam surat al-Nisā‟ Ayat 9. Ayat tersebut 
bersifat umum, tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang 
dilakukan oleh pasangan usia mudaَ di bawah ketentuan yang diatur UU No.1 
Tahun 1974 akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan 
kesejahteraannya. Rendahnya usia kawin, lebih banyak menimbulkan hal-hal 
yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan, yaitu terwujudnya 
ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih dan sayang. Tujuan ini 
tentu sulit terwujud, apabila masing-masing mempelai belum matang jiwa dan 
raganya. Kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat 
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berpengaruh di dalam menyelesaikan setiap problem yang muncul dalam 
menghadapi liku-liku dan badai rumah tangga.
85
  
Batas usia perkawinan di Indonesia, satu sisi menetapkan batasan 
normal, sementara sisi lain, terdapat batas usia melebihi batas usia yang telah 
ditetapkan undang-undang.  Batas usia standar adalah 19 tahun bagi pria dan 
16 tahun bagi perempuan. Dalam pasal lain, ditetapkan pula bahwa 
perkawinan dapat terlaksana ketika perkawinan kedua mempelai adalah 21 
tahun. Ketentuan batas usia perkawinan menurut UU Nomor 1 tentang 
Perkawinan 1974, dijelaskan pada pasal 7.
86
 
Pada dasarnya batasan usia perkawinan di Indoneia tidak konsisten. 
Disatu  sisi, pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa untuk melangsungkan 
perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 harus mendapatkan ijin 
kedua orang tua, disisi lain pada pasal 7 ayat (1) menyebutkan perkawinan 
hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan pihak 
wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Bedanya, jika kurang dari 21 tahun, 
yang diperlukan ijin orang tua, dan jika kurang dari 19 tahun, perlu ijin 
pengadilan. Secara lengkap pasal 6 yang membahas tentang batas usia 
perkawinan 21 tahun dan perlu ijin dari pihak orang tua atau wali. 
Pada pasal 6 ayat 1, 2, 3, 4 dan 5.
87
 Perbedaan batasan perkawinan 
yang berlaku di Indonesia dalam kacamata ijtihad. Secara metodologis, 
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langkah penentuan usia kawin  didasarkan kepada metode maslahat mursalat, 
karena sifatnya yang ijtihādī, yang kebenarannya relatif, ketentuan tersebut 
tidak bersifat kaku.  Artinya hal lain perkawinan dari mereka yang usianya di 
bawah 21 tahun atau sekurang-kurangnya 19 tahun untuk pria dan 16 tahun 
untuk wanita, undang-undang tetap member jalan keluar. Pasal 7 ayat (2) 
menegaskan: “dalam hal menyimpangan dalam hal (1) pasal ini dapat minta 
dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang 
tua mereka laki-laki maupun perempuan. Filosofi dalam pembahasan ini 
semata-mata untuk mencapai sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah 
warahmah.  
Filosofi tersebut, dapat dilihat dalam penjelasan umum tentang 
Undang-Undang Ripublik Indonesia  Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Undang-
Undang ini mengatur rinsip.
88
 Maka undang-undang ini menentukan batas 
umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 tahun bagi pria 
dan 16 tahun bagi wanita.
89
 
Kompilasi Hukum Islam menegaskan tentang batas usia pernikahan 
dalam Pasal 15 Ayat 1 dan 2, berikut; 1) Untuk kemaslahatan keluarga dan 
rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah 
mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon isteri 
sekurang-kurangnya 16 tahun. 2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai 
                                                                                                                                     
pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah 
seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan kehendaknya maka pengadilan dalam 
daerah hukum tempat orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang 
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(2), (3) dan (4) pasal ini. 5) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) asal ini berlaku 
seanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak 
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umur 21 tahun harus mendapat ijin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 
ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.
90
 
Batasan usia pernikahan di Indonesia masih dianggap relevan sampai 
saat ini. Majelis Mahkamah Konstitusi menolak gugatan soal menaikkan batas 
usia minimal bagi perempuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan.
91
 Secara medis, sosial, dan ekonomi, perkawinan anak 




Kontroversi dalam menyikapi sebuah Undang-Undang adalah suatu hal 
yang sangat wajar, khususnya di Indonesia yang beragam suku dan budaya 
serta keyakinan atau aliran yang beragam pula sehingga timbul beberapa 
pemahaman yang berbeda-beda, tinggal dari sudut mana ia meninjaunya. 
Namun undang-undang telah bijak menyikapinya, khususnya tentang batasan 
umur minimal perkawinan.  
Dari penjelasan di atas, dalam perspektif hukum normatif, batasan usia 
minimal nikah adalah bālig, sedangkan tanda-tanda bālig ada dua, yaitu bi al-
alāmat; bagi  laki-laki ditandai dengan mimpi atau keluar mani, sedangkan 
wanita ditandai dengan haid. bi al-sin; menurut Hanafī, 18 tahun laki-laki dan 
17 tahun perempuan. Mālikī, ditandai dengan tumbuhnya rambut dianggota 
tubuh. Syafi‟i, 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Hanbalī, 
15 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Perbedaan usia nikah ini terjadi 
disebabkan al-Qur‟ān maupun al-Hadāth tidak secara eksplsit menetapkan 
usia nikah. Dalam perspektif hukum positif batas usia minimal menikah di 
Indonesia adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. 
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 persiapan perkawinan meliputi berbagai 
aspek, yaitu biologik/fisik, mental/psikologik, psikososial dan spiritual. 
Persiapan perkawinan perkawinan yang meliputi aspek fisik/biologik, antara 
lain: 
1. Usia yang ideal menurut kesehatan jiwa dan juga program KB, maka usia 
antara 20-25 tahun bagi wanita dan usia antara 25-30 tahun bagi pria adlah 
masa yang paling baik untuk berumah tangga. Lazimnya usia pria lebih 
daripada usia wanita, perbedaan usia relatif sifatnya. 
2. Kondisi fisik mereka yang hendak berkeluarga amat dianjurkan untuk 
menjaga kesehatan, sehat jasmani dan sehat rohani. Kesehatan fisik 
meliputi kesehatan dalam arti orang itu tidak mengindap penyakit dan 
bebas dari penyakit keturunan. 




1. Kepribadian: aspek kepribadian ini amat penting agar masing-masing 
pasangan mampu saling menyesuaikan diri. Pasangan berkepribadian 
“mature” dapat saling memberikan afeksional yang amat penting bagi 
keharmonisan keluarga. Memang masing-masing orang tida ada yang 
mempunyai kepribadian sempurna, namun paling tidak masing-masing 
pasangan sudah saling tahu kelebihan dan kelemahan masing-masing. 
2. Pendidikan: taraf kecerdasan dan pendidikan juga perlu diperhatikan 
dalam mencari pasangan. Lazimnya taraf pendidikan dan kecerdasan pihak 
pria lebih tinggi dari pihak wanita. Hal ini sesuai pula dengan taraf 
maturitas jiwa pria, agar pria sebagai suami lebih berwibawaa dimata 
istrinya, apalagi dalam kedudukannya sebagai kepala rumah tangga. 
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1. Agama: faktor persamaan agama penting bagi stabilitas rumah tangga. 
Perbedaan agama dalam satu keluarga dapat menimbulkan dampak 
merugikan yang pada gilirannya dapat mengakibatkan disfungsi 
perkawinan. Perbedaan agama antara ayah dan ibu akan membingungkan 
anak dalam hal memilih agamanya kelak, bahkan bisa terjadi anak tidak 
mengikuti agama dari salah satu orang tuanya. 
2. Latar belakang sosial keluarga, hal ini perlu diperhatikan apakah salah satu 
pasangan berasal dari keluarga baik-baik atau tidak (broken home). Sebab 
latar belakang keluarga ini berpengaruh pada kepribadian anak yang 
dibesarkannya. Dalam mencari pasangan usahakan yang berasal dari 
keluarga baik-baik (keturunan baik-baik), taraf sosial ekonomi yang 
setaraf atau yang lebih tinggi. 
3. Pergaulan. Dalam pergaulan pra nikah hendakhnya tetap diingat dan tetap 
mengindahkan nilai-nilai moral, etik juga berbusana hendaknya tetap 
menjaga sopan santun dan tertutup aurat agar tidak menimbulkan 
rangsangan birahi (seksual). Kesucian pra nikah hendaknya tetap 
terpelihara, dan jangan sampai terjadi hubungan seksual sebelum nikah. 
Dengan kematangan emosi, dan kematangan cara berfikir, maka 
diharapkan seseorang akan mempunyai sikap toleransi antara suami dan istri. 
Dengan adanya sikap toleransi ini berarti antara suami dan istri mempunyai 
sikap saling menerima dan saling memberi, saling tolong menolong, tidak 
hanya suami saja yang memberi dan istri yang menerima atau sebaliknya.
96
 
Atas dasar pemahaman bersama antara pasangan suami istri di dalam 
membangun rumahtangga maka jika ditarik pada konteks Indonesia yang 
memiliki beragam dan keunikan budaya, maka hendaknya penguatan 
pemahaman atas dalil juga harus dikaitkan dengan pemahaman global yang 
menginginkan setiap anak bangsa medapatkan pendidikan yang layak. Dan 
dalam untuk konteks Indonesia adalah pendidikan yang diselesaikan hingga 
tingkat menengah (SMA/SMK/MA). 
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Dasar utama yang dapat ditarik sebagai rujukan dan pegangan adalah 
pembukaan UUD 1945 yang memerintahkan negara ini untuk mencerdaskan 
kehidupan bangsa.
97
 Kata mencerdaskan kehidupan bangsa mempunyai makna 
yang mendasar. Cerdas itu berarti memiliki ilmu yang dapat digunakan untuk 
menyelesaikan persoalan nyata. Cerdas bukan berarti hafal seluruh mata 
pelajaran, tapi kemudian terbengong-bengong saat harus menciptakan solusi 
bagi kehidupan nyata. Cerdas bermakna kreatif dan inovatif. Cerdas berarti 
siap mengaplikasikan ilmunya untuk dirinya dan lingkungan yang dia hadapi. 
Hidup itu adalah rahmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sekaligus 
ujian dari-Nya. Hidup itu memiliki filosofi untuk menghargai kehidupan dan 
melakukan hal-hal yang terbaik untuk kehidupan itu sendiri. 
Mencerdaskan kehidupan bangsa dilakukan melalui pendidikan, sebab 
kecerdasan tidak genetically fixed, tetapi dapat diajarkan. Berhubung anak 
didik adalah warga bangsa, melalui kecerdasannya karakter bangsa dibantu 
membaik menjadi terpuji. Jadi, mendidik anak bangsa tidak hanya merupakan 
keharusan konstitusional, tetapi juga moral. Pendidikan untuk semua anak 
perlu dipertegas dengan keharusan sosial, yaitu memberi pendidikan yang 
sama kepada anak perempuan dan laki-laki. Kesamaan ini merupakan 
keharusan mengingat jenis kolektivitas yang dikehendaki adalah kehidupan 
berbangsa di mana ada keadilan jender dan political independence bagi 
perempuan. 
Penarikan pemahaman melalui jalur pendidikan tersebut sejalan 
dengan kehendak Allah swt di dalam al-Qur‟an yang seringkali tidak 
terpaparkan oleh para pembaca dan pengkajinya. Firman yang sangat populer 
tersebut adalah: 
َْٓ ِ َََِٚٗ ِربَ٠َآََْ َأََََكٍَخََُْ َُىٌََْٓ ََُِْ ُىُِسفْٔ َأَبًخا َٚ َْصأَإُُٛىَْسزٌَِب َٙ ١ٌَِْإًَََ َعَخ َََُْٚ َُىٕ١َْثًََحَّد َٛ ََِ
ًَخ َّ ْحَس ََََّْٚ ِإَِٟفَََهٌِ َرَ َدبَ٠َ٢ََ َ ْٛ َم ٌَََِْ ُٚشَّىََفَز٠َ{َٚشٌاََ:21{ 
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Kata pertama di dalam ayat tersebut ( ِٓٚ ٗرب٠أ  ) merupakan perintah 
tegas meskipun dengan gaya bahasa yang tidak menggunakan kata perintah 
atau dengan alat perintah lainnya secara zhahir, untuk menelaah secara cerdas 
dalam menjalin hubungan dengan pasangan, atau dalam istilah yang lebih 
simple adalah “berpikir sebelum bertindak”. Menikah bukanlah sekedar 
melampiaskan hasrat seksual akan tetapi memenuhi visi sakinah ( إٛىسزٌ ) 
mawaddah ( حدِٛ ) dan rahmah ( خّحس ). Untuk itulah pada akhir ayat tersebut 
Allah swt menegaskan bahwa ketentuan di dalam ayat tersebut hanya akan 
mampu dijalankan bagi mereka yang berpikir ( َٛمٌ ْٚشىفز٠  ). 
Menurut hemat penulis, konsep Qur‟ani seperti itu jika ditarik ke 
kontak budaya bangsa Indonesia untuk melahirkan usia minimal calon 
pengantin adalah mereka yang telah lulus SMA/SMK/MA. Usia tersebut yang 
paling umum adalah 19 (sembilan belas) tahun atau 20 (duapuluh) tahun. 
Namun jika dikaitkan dengan UU Perlindungan Anak maka tentunya rumusan 
usia tersebut tidak mengakomodir UU tersebut. Dalam hal ini, perlu dijelaskan 
bahwa yang dimaksud dengan penyebutan usia tersebut adalah dalam hal batas 
minimal, dan semua hanya dapat dilakukan atas dasar “kecerdasan” (kemauan 
sendiri) dan bukan paksaan pihak lain. Sehingganya, jika seseorang belum 
berkeinginan untuk menikah namun ia berusia di bawah 21 (duapuluh satu) 
tahun dan dipaksa untuk menikah, maka yang memaksa dapat dikenakan 
hukum pelanggaran terhadap UU Perlindungan Anak. 
Walaupun usia tersebut belum dapat dikatakan ideal, namun usia 19 
(sembilan belas) tahun dinilai sudah masuk dalam kelayakan secara fisik dan 
psikologis. Dalam hal fisik, wanita usia 19 (sembilan belas) tahun sudah 
mampu untuk melakukan reproduksi. Selain itu, pada usia 19 (sembilan belas) 
tahun kedewasaan berpikir sudah dimiliki. Demikian pula bagi laki-laki. 
Pemberian syarat yang ketat bertujuan untuk menghindari 
ketergantungan perempuan secara ekonomi. Perkawinan usia anak dalam 
perspektif gender, merupakan bentuk ketidakadilan gender yang dialami 
wanita akibat kuat berakarnya budaya patriarki pada masyarakat yang 
menganggap wanita sebagai barang dan selalu berada di bawah subordinasi 
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laki-laki. Perempuan sebagai pencari nafkah tambahan, tidak perlu 
mengenyam pendidikan tinggi. Perkawinan usia anak berarti menguatkan 
superioritas  laki-laki terhadap inferioritas perempuan. Hal ini jelas 
bertentangan dengan kehidupan keluarga yang menuntut adanya peran dan 
tanggungjawab bersama, baik bagi laki-laki maupun perempuan. 
Inilah sinergitas yang diharapkan muncul dari pembaruan hukum 
keluarga yang responsif dengan aturan hukum lainnya yang mementingkan 
perlindungan anak dan ibu. Dengan demikian, tuntutan perubahan standar usia 
perkawinan dalam UU Perkawinan, hendaknya direspon positif oleh para 
penentu kebijakan. Sebagai produk hukum, UU Perkawinan perlu dikaji ulang 
setelah puluhan tahun diberlakukan. Perlu dilakukan evaluasi, sejauhmana 
efektivitasnya dalam mengatur perilaku masyarakat dalam perkawinan dan 
bagaimana respon masyarakat terhadap UU, apakah masih relevan untuk 
digunakan saat ini. Diharapkan aturan hukum yang ditetapkan, dapat dipatuhi 
oleh masyarakat, dengan menitikberatkan pada aspek mas}lah}ah atau 
manfaat yang menjadi tujuan ditetapkannya aturan tersebut. 
Hukum yang bermanfaat adalah hukum yang secara aplikatif telah 
memenuhi kriteria sebagai undang-undang yang baik. Menurut Erman 
Radjagukguk, undang-undang yang baik adalah undang-undang yang 
memenuhi unsur sebagai berikut;  
1. Norma harus sesuai dengan perasaan masyarakat; 
2. Isinya merupakan pesan yang dapat dimengerti oleh masyarakat; 
3. ada aturan implementasi; 




Pada dasarnya pertimbangan maslahah dan mudarat sifatnya relatif. 
Kondisi negara Republik Indonesia menghendaki adanya peraturan yang lebih 
tegas. Meninggalkan kemaslahatan yang lebih besar demi untuk mengejar 
kemaslahatan yang lebih kecil dan sengaja menghindari kemudaratan yang 
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lebih ringan, walaupun terancam oleh kemudaratan yang justru lebih berat, 
hendaknya dipertimbangkan dengan matang. Memaralelkan antara nilai 
ibadah dan nilai mu‟amalah dalam perkawinan usia anak adalah tepat dan 
ideal. Ibadah adalah pencarian keuntungan akhirat yang didapat ketika 
seseorang mengaharap keridhaan Allah swt, sedangkan orientasi mu‟amalah 
adalah keuntungan duniawi yang tentunya harus memiliki strategi dan 
persiapan yang matan sebelum menjalankan mu‟amalah-nya. Sehingganya, 
seorang yang menikah haruslah beroritasi ibadah yang berharap ridha Allah 
swt akan tetapi juga harus mampu memberi dampak dunawi yang baik, berupa 
kesehatan fisik, psikologis, ekonomi, dll. 
Dengan demikian, dukungan dan tuntutan tentang revisi UU 
perkawinan merupakan perwujudan dari upaya bersama warga bangsa ini 
untuk menyelamatkan masa depan anak-anak Indonesia, karena pada dasarnya 
anak hanya titipan dan karunia Tuhan. Prinsip mengedepankan kepentingan 
terbaik bagi anak dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut anak 
merupakan kewajiban semua pihak. Oleh karena itu, merekonstruksi usia 
perkawinan dalam UU Perkawinan merupakan langkah kongkrit sebagai 
upaya menuju penegakan hukum (law enforcement) di Indonesia. 
Dalam prinsip pembaruan hukum, ketentuan hukum yang mampu 
menjawab permasalahan dan perkembangan baru itu mengandung dua unsur. 
Pertama, menetapkan hukum terhadap masalah-masalah baru yang belum ada 
ketentuan hukumnya. Kedua, menetapkan atau mencari ketentuan hukum bagi 
suatu masalah yang sudah ada ketentuan hukumnya tetapi tidak sesuai lagi 
dengan keadaan atau kemaslahatan manusia masa sekarang. Adapun yang 
dimaksud hukum yang tidak sesuai lagi adalah hasil ijtihād para ulama fiqh 




Berkenaan dengan batas usia perkawinan merupakan faktor pertama, 
yaitu hukum Islam pada dasarnya belum memberikan ketentuan pasti 
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mengenai batas usia perkawinan. Pendapat para ulama menjadi salah satu 
pedoman tentang batasan usia perkawinan, namun demikian, perbedaan 
pendapat tersebut menjadikan praktek yang berbeda ketika sudah 
diligislasikan pada suatu perundang-undangan. Kemudian pada faktor kedua, 
setelah Indonesia mempedomi perundang-undangan tentang ketentuan batasan 
minimal usia perkawinan,  maka kontruksi tersebut kemudian dianggap sudah 
kurang relevan dengan kenyataan saat ini dan masih dianggap konservatif, 
karena kontruksi batas usia tersebut disinyalir mengadopsi dari fikih klasik 
yang bersifat talfiq,, maka perlu adanya bentuk-bentuk pembaruan hukum 
yang mengarah kepada hukum yang progresif serta responsip dengan prinsip 
hukum adalah untuk manusia dan bukan manusia untuk hokum. 




َُشَّ١ََغرَََلَاَِ بَىْحَب َٙ َُفلَِزْخا َََِٚشُّ١ََغزِثََِخَِٕى ِْ َلَاََِخَٕ ِ َْصلَا َََِٚيا َٛ َْحلَا َََِٚدبَّ١ٌِّٕا َََِٚذِئا َٛ َعٌا َٚ 
Artinya: “Perubahan dan perbedaan hukum adalah disebabkan  perbedaan 
tempat, masa kondisi, motivasi dan budaya”. 
 
Kaidah tersebut tidak hanya dikemukakan oleh Ibnu Qoyyim,
101
 
namun juga oleh ulama yang lain. Seperti kaidah yang berbunyi: 
َُشِىْٕ ُ٠َلََُشَّ١ََغرََِ بَىَْحلَاََِشَّ١ََغزِثََِْ ب َِ َْصلَا 
Artinya: “Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan masa”. 
Secara operasional, acuan perubahan hukum menurut kaidah usul 
fikih adalah menurut ada atau tidak adanya „illat hukumnya. „illat adalah 
suatu sifat pada suatu hal yang hukumnya ditetapkan oleh nash (al-aslu), 
yang diatas ditegakkan hukum. Dimana ada „illat disitu ada hukum, dan 
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sebaliknya, tidak adanya „illat penyebab, tidak ada hukum. Kaidah usul fikih 
itu adalah: 
َُُ ْىُحٌاََُس ْٚ ُذَ٠َََع َََِِٗ ِزٍَِّعًَاد ْٛ ُخ َُٚب ًِ َذَع َََٚ
Artinya: “Hukum itu beredar pada „illatnya, baik adanya hukum maupun 
tidak adanya” 
 
Namun „illat bukan satu-satunya acuan hukum. Adapun kaidah yang 
menyatakan bahwa acuan hukum adalah kemaslahatan. Sebagaimana kaidah 
dibawah ini: 
َُُ ْىُحٌاََُعَْجز٠َََُخ َّ ٍَْص َّ ٌاََُخَحِخا َّشٌا 
Artinya: “Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang lebih kuat. 
Istislah secara etimologi ialah faedah, guna. Sedangkan kemaslahatan 
berarti kegunaan kebaikan, manfaat dan kepentingan.
102
 Mengenai makna 
kata manfaat yang berarti guna dan faedah. Sedangkan manfaat adalah 
manfaatnya, gunanya berfaedah. Manfaat juga diartikan sebagai kebaikan 
(lawan kata mudharat) yang berarti rugi atau buruk.
103
 suatu kemaslahatan 
yang tidak disinggung oleh syarā' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang 
menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan 
akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. Mashlahat 
mursalah disebut juga mashlahat yang mutlak. Karena tidak ada dalil yang 
mengakui kesahan atau kebatalannya. Jadi pembentuk hukum dengan cara 
mashlahat mursalah semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia 




Maka bentuk rekonstruksi yang ditawarkan harapannya menjadi 
maslahat yang rajih (lebih kuat/lebih bermaslahat). Karena tawaran 
rekonstruksi ini dalam ranah pendekatan interdisipliner, sebagaimana teori 
receptie a contrario, yang menyatakan bahwa hukum adat bisa berlaku bagi 
orang Islam apabila tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan hukum 
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Islam. Bukan sebaliknya, teori receptie yang mendahulukan hukum adat. 
Oleh karena itu, hukum adat baru dilaksanakan apabila tidak bertentangan 
dengan hukum Islam, begitu juga adat-istiadat atau yang disbut kearifan local 
di Indonesia, sekiranya juga dapat menajdikan umpan dalam merekonstruksi 
hukum, khususnya dalam batasan usia perkawinan. 
